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ABSTRAI(SI
Skripsi injg ber judul "Fengel ol aan Femunaut an

Retribugi Fasar Di FKecemat an Fasanae Kabupat en Dat g II

Bima. ", Adapun Masal ah Y4ng akan dibahag adalah

Kemampuan Pemerintah daerah dal am mengel al 4 refeibugi

Pasar di Fecamatan Rasanae, Fabupater Datj IT Bima,

= Bagaimana realisag) wajib Féetribugg Pasae dalam

Fenerinaan retribus: Pasar di Fecamat an Rasanae

Fabupaten Dati 171 Bimx,
- Faktor—Fahtar yang mendorong dan menghamb gt Pengel ol aan
reteribozy Pasar.,
Yarg menjads perhat an pobok  dul ag Lol isan

Skripsi ini adal ah bagaimana Eemampuan pemerint an daer g,

dal am menyedl akarn tenaga Fergelol agr dal ain hal 1riy tal ah

para jurg Pungut dan Hepala“kepaia Paﬁarnya, hemudi an
“arana ker g, Yang dituatuhban,
Sebab kEmerintah daerah i tuntut untuk memilii i FaEmampuan

dalam hat mergegal | sunbher —-sumtop- endapatan f61 3 Cacrah,
¥l

Hal inj dimakaudban agar Foak atonomi Yary telan
dit&rimanya benar—tienagr- dapat dilabksanay an deatiggan

sumber~synhar pembiayaannya cendiry,

Urituk memb atag Shripey inij Mot & frarind ig

henggunakan metoda penelitian “dal ah sUrvei,  dengan type

wenelitian deskerintif, Tebrnii Pengumpinlarn gyt yaltu

1ENQ1si an ruisioner, Walwanoeara, wertg obiservag; . Sanpel gy




tentukan Secara stratified

sampling.

Responden terdiri dari para PEmMakayr  jacy

pasar
vang disediakan oleh Pemarint gh, Hai k yarig fmenggunakan
hal aman dan Pelataran pasar maupun yang menggunakan
kKios/garduy,

Setelah mengacdakan penelitian

2elama lebin by
dua bulan, hasilnya Menunjang bahwa PENgelal aan
RPasar ol el PEMErint at, daer ah Tingkat 1y i

dilakukan dalam rangka mengici kas Dasral, QuUril ey
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Bel akang Masal ah

Dal am rangka memperlarncar kegiatan relaksanaan
Fembangunan yang sedanqg digalakanl oleh Bangsa
Indonesia Yang tersebar diseluruh Pelosok tanakh air, maka
salah saty kebijaksanaan Pemerintah adal ah dibentuknya
daer;h besar dan daerah kecil sepert: yang diisaratkan
ol eh Undang~Undang Dasar 1945 pasal 18. kemudi an
kebijaksanaan lanjutan dari pasal g tersebut, Gaerah
Y&ng mempunyai potensi dan kemampuan meyelenggarakan
pemerintahannya sendiri diberikan hak Otonomi yaitu hak
wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus Fumah
tanggannya sendiri, Diberikan hatk , wewenang, kewajiban
oleh pemerintah atasan tersebut diharapkan agar daerah
yarg bersangkutan dapat meningkgtkan daya guna dan haci]
guna’ PEnyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan
FPembangunan dal am rangka memberikan Pelayanan
masyarakatnya.

Untuk melaksanakan Pembangunan Secara berdaya guna

tersedianya dana yang cukup karena dengan semakin
meningkatnya taraf Pidup dan kesejahter aan rekyat.
Tersedianya dana Yang cukup dan rengelol aan Yang  efigien
dan efektif Merupakan syarat utama untuk Men jamin
kelanQSunqan Pembanqunan disegala bidang guna tercapainya

tujuan serta sasaran Pembangunan.,
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Namun keadaan Yang dialami ol eh daerah-daecr aly
sekarang termasul Daer an Tingkat 11 fima, bahwa dana YErQg
berasal dari daerah belum mampu  untul: memblays  seluruh
kegiatan di daerah karena pada kenyataannya macih nampak
adanya bantuan dari Pemerintah pusat Maupun pemerintah
tinghkat atasnya. Sehubungan dengan hal tersebut H. Ml Anetye
Ahmad dal am makalah yang disajikan pada acara  Temu Faji
FERSADI SUL-SEL pada tanggal 17-1g Desembar 1987,

MeEngemumakan sebagai beribut z

"Undang~Undangt9rsebut ( UL Ne.5 Tahun 1974 )
memberikan kemukinan Yang «cukup bagi daerah untulk
meEnenukan dan megel ol a Pendapatan dan sumber —sumber

sendiri ( revenus efferagt ) tetapi berdasarkan
kenyataan asli daerah hanya berkisar antara 10%-357%
dari seluruh ANggar an pendapatan daer ah",

( Ahmad: 1987: 14 )

Menurut PeErundang-undangan Yang berlalku pemerintlah
daerah perlu dan sedapat mungkin  berusaha mEncukupy
anggaran belanja rutinnnys dengar pedapatan Yang berasal
dari potensi keuangannya sendiri, maka dalan hal  1pd
salah saty URaya untuk  mendapatian dana  guna et ap i
kebutuhan dan Ppengeluarannya tersebut  adalan dengan
memanfaatian potenci yang dapat di kelola di daeran Yy ang
Dersangkutan.,

Bertitik  tola)k dari hal diatas maka  Fabupaten
baerah Tinghat I Eima, sebagal salah  satuy daerah  yang
iberikan oleh FEferintah pusat, s=emestinya  dan MEmzrig

Perkewaiiban  untuk mel akukan berbagai LUpaya urtuk

wendapatboan sumber-sumnber kewangannya sendirg untuk




mengisi kas daerah.
Luas salah saty sumber pendapatan asli daerah yang
Cukup potensial bagi Kabupaten Daerah Tingkat II ERima
talah sektor retribusi pasar. Untuk itu di tangani
sebagai sebaik mungkin agar hasilnya mencapail efektifitas
dan efisiensi Yyang diinginkan. Dapat diperkirakan bahwa
Penerimaan pada sektor ini mempunyai Prospek yang dapat
diandalkan dimasa mendatang. Pemerintah Fabupaten Dacrah
Tingkat II Bima perlu memnperhatikan secara
sungguh—-sungguh pada sektor retribusi pasar ini, <cebab
pada umumnya kecenderungan terakhir kegiatan masyarakat
daerah Bimsa sekarang fenperlihatkan minat Yang semakin
meningkat untuk menggunakan pasar sebagai tempat kegiatan
jual beli.
Kegiatan seperti ini sebailknya sejalk dini  mungkin
di perhatikan a4gar usaha-usaha untuk mengantisipasinya
dapat dilakukan. Tentu saja hal ini merupakan Fecempatan
Yang perlu di  perhatikan secara baik bagi pemerintah
daerah Bima untuk meningkatkan sarana dan prasarana pasar
untuk Merangsang masyarakat menggunakan fasilitas pasar
vyang telah di sediakan ogleh pemerintah daerakh. Dapat
eningkatkan jumlah pemakai jasa Pasar, selanjutnya dapat
emperbesar pemasukan kas daerah dari sektor retribusi
asar. Disamping usaha-usaha Yyang lain turut mendukungnya
eperti pengguanaan penyempurnaan sistim-sistim pungutan

an administrasinya, peningkatan mutu Persanil pengelola
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dan menambah jumlahnya serta usaha lain Yang  turut
mendukung Pengelol aan retribusi pasar '

efektifitas dan efisiensinya.

Fenulig terdorong untul

mengadsa a{h
Mengenai retribysj untuk mengetahu; lebih| jauh
kemampuan pemerintah daerah dalam meng

Pasar, yang selanjutnya di

Penbahasan

dal am tulisan ini, Disamping 1ty untuk menggambari:-an

Seécara tuntas mengenai hal

~hal YangQ perlu untug di benahi
seperlunya.

B, Fembatasan dan Rumusan Masal ah .
Femungutan retribusi pasar merupakan Perwujudan
Pengabdian dan PeEranserta masyarékat sebagi waiib bayar
Yang menikmaty telah ai

sediakan gleh Remerintah yang
Sudah barang tenty perly di Uusahakan peningkatan
penerimaannya melaluig Penataan administrasi

Pungutan

sebagai sal ah asSumsi demi

Peningkatan Pungutan garj
rencana atag target Yang telah i tentukarn dal am

anggaran Pendapatan dan belanja daer sh,

Feranan retribusi sebagai salah sektor

PENErimaan
€rah yang tertuang dal am Undang

La ~Undang No.ﬁ Tahun 1974
antara lain sektor retribusi adal ah Satu sektor
Jenerimaan daerah Yang  cukup poltencsig) perly menerus
lupayakan Sistig Pungutannya melalui Perbaikan
dministracj pPel aksanaan pemungutannyg,

Berangkat dari latar belakang vang telah di
reikan diatas maka dirumuskan masal ah sebagaq

berikut .
«  Sejauh manakah kemampuan

Premerintah daerah dalam

megel ol a retribusi pasar di Kecamat an Rasanae
Fabupaten Bimg »
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Sejauh Manakah kemampuan PEMErint ah daer ah dalam
megel ol 4 retribusi Pasar di | Kecamat an Rasarae
Kabupaten Bima 7
Bagaimana realisssi wailh retribgesg Pasar dal am
PEnerimaan retribusy Pasar dgi Fecamatan - Razanae
Fabupatern Bima 7?2
Faktmr—Fahtér apakan yang endorong dan ficnaghamb gt
Pengelol aan retribusi Rasar gi Kecamat an Rasanae
Kabupater Daeran Tingkat 717 Bima -
Tujuan dan Keguanaan Penelitian
lo Tujuen Fenelitian
a. Untyg menget sty h&mampuan FEMErint g, taer ahy
dalam Pengelol an retribusj Pasar gy Kecematan
Fazanae Fabupaten Daer ah Tingkat IT Biga,
b. Untuk mengetakbug realisayg; wajilb retribusy Pasar
di Fecamatan Racanae Eabupat en Daerah Tingkat 171
Bima.
C. Lty mengefahui faktnr—faktor yang endor ong
dan menghambat Pengel ol aan retribue; pasar,
<o Fegunaan Fenelitian
8. Sebagai bahan Masukan bagi PeMerint 4 dacrah g
kabupaten Bima untup Menyusun l:ebi_)ahsanaan
5elanjutnya demy (S ART N mengintenaifikazikan
Pemungut an dan Penerimaan pada sektar retribusy

Pasar,
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o

. Gonoger Lahian buc aar dan menjadi etudi Perbandingar,
Ly 3 e eiya y el 1‘1.;;“'- mengadal. arn PeEnel ity an
lanjut;n‘ MenigQerias) retribugg Pasar Labupaten

Daeral Tinglat 11 Ljae.

C. harepten dapat bermnant aat bagi Pengembangar 3 1nu

Pencvel alhivar selaniutnya,
Metode-Metade Fenclitian

Did e penyusunar, skriper ing shenulie MENQQUnialk an
Gesar penelitian adal &by SUrvel, yaitu penuliz  turun
Lanasung el apangar, unie mempereol en data-dat a yang
Menyangi ut masal ah yang di telity, Disamplng Lurvel
JuGe  penul e meEnggunalan beberapa metode-net ode
penellty an lainnya, sebagel berikut
1. Tipe Fenelitian

TMipe  peneiitiarn adal ah deskraipt i yaitu
bertujuan untul: MENQUr al kan dan menggambarkan certa
menganal 1sa tentang obyel. diteliti.

Fopulasi dan Sampel

P'J
"

&« Fopulaei, yaituy beseluruhan atau Sejuml ah abye)
Yyana ade. Fopulaei P&asar yang ada di kecamatan

Rasanae terdir; dari lima (%) buah pasar yaity -

.

l. Fasar Reaya Bina

p

-+ Fasar bimea
3. Fazar Feneraqe

4. Pacar Funbe

<. Pasar Raba



yakni sampe|] dengan menentukan atau Menunjuran
langsung Obeyk yang akan Gipilh, karena walaupun
Sebagian yang dlopservasikan dalam tingratan
berbeda Sudah dapat Mewar 1]y uan' menggambarkar
keselurunan yaitu dengan meneliti 3 (tiga) buan
Pasar dan g5 Orang wasib retripusi SEbagay
responden.
Adapun rincian dan prosentasenya, Setagai
berikut
1. Pasar Raya Bima Sebanyak 40 Grang
Frnsentasenva * 80/95 % 100 % = 42 7
<. Pasar Peneraga Sebanyak 30 orang
Prosentasenya : 30/95 x 100 % = 32 %
3. Pasar kumbe sebanyak 25 orang

Prcsentasenya : 25795 100 % 246 %

Ternik Pengumpulan Data

Teknik PENgUmMpulan data digunakan ialan
Wawancarg Yaltu untuk lancarnya wawancarag aigu-
Nakan paduan Wawancara antara datftar Pertanyaan

yang digunakan pada responden dan diranjurxan

Fada penelitj.




ah gikumpulkan Mula-muig Yyang telah qg; Flag)y-

fikasikan lalu Jitabulacj dalam berntuk tapei-

E. Slstimatiha Pembahasan
Rencang Rernulisan Skripsg: ini akan Qibanag dalam
lima ban P setib pap akan 91bagi lagi dalam wup Cso

Sesuay kebutuhan pemnahasan. Uraian pan tersecut

termasyg Sebagai berikut
ban Fertama . penuaNuluan. Pada pagp ini  axan

Glb.emukauan Gambaran umum atgu mE‘f"UpéKﬁD Perngantar

dari #Eseluruhan isi Penulisan meruprakan latar
nslakanq masalah, Pembatasan dan Berumusan Masalah,
tujuan agarn regunaan benelitian, meicdelogi PEnelitiagn
Qan 5i5t1matika pembahasén.

Bab kedua ! Bab inj berisivan tertang Tinjausan

teritic yang diperolen dar: baran Bustalk g tentang

Pengelclaan PEmungutar retribusi Pa@sar yang melipucs
FPErngertian penqelulaan. PENGertian retr;bus;, FENger -
tian retribuc;) daeran dan retribusj Pasar, simoz--
Sumber FErndapatan daerah.

Bab ketiga 2 Bericitan tentang PEhgelolagn
retribusj Pasar Yang meliput; ! poteng: Pasar Tasiisi-

tasnya, Proses Pemungutan retriougy Pasar, reT.Curan,



tata kerja dan Struk tur Organisag; Dinasg Perdapatan
daerah.

Bat keempat merupakan Pembahasan dan analisga
tentang Kemampuan Femerintah Daeran Tingkat II Bima
dalam mengelol s retribusj Pasar yang terdir: dari sup
bat, analisg kKemampuan Personil dan dnalisg Kemampuan
Sarana kerja, realisacgj wajib retribusj Pasar gasiam
RENEerimaan retribusj Pasar, faktor—faktnr Féndorang
dan PENghambat Pengelclaan retribusi Pasar.

Bab kelima ! vang merupakan bab teraknir aengan
berisikan tentang kesimpulan dan Sdran-saran Qari

k€seluruhan is] Pembahasan Skripsi in:.




BAB 1II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian rengel ol aan

Dalam ensiklopedia administrasi, Pengelol aan
disamakan artinya dengan manajemen. untuk lebih Jelasnya
renulis  mengutib beberapa pendapat sarjana tentang
manajemen , sebagai berikut :

Jhon F.Mee, mengemukakan sebagai berikut ;
"Manajemen adalah seni untuk mencapai yang

naksimal dengan usaha Yang minimal demilian pul a
mencapai kesejahteraan yang maksimal bail bagi
pimpinan mavpun pekerja serta member i kan pelayvanan
yang sebalk mungkin kepada masyarakat." ¢ Lubis,
Menurut Georye R.Terry, sebagai berikut .
"Manajemen adalah suatu Proses yang membeda-bedakan
atas g Perencanaan, pengorganisasian. penggerak
pelaksanaan dan Pengawasan dengan memanfaatkan paip
1laua maupun seni, agar dapat renyelesaikan  tujuan
yang tel ah ditetapkan sebelumnya. " ¢ Handayaningrat,
1985;20 )

Sedangkan menurut Sarwoto (1983; 24) mendefinisikan
manajemen sebagai persoal an mencapai  tujuan tertentu
dengan  suatu kelompaol: brang-orang. ) Marnajiemen atau.
pengelol aan sebagai proses Yang menggerakkan organisasi
yang sangat penting, karena tampa pengelol aan yang baik
maka pencapaian tujuan akan banyak menemui hambatan.

FPengelolaan Yang akan di bahas dalam tesis ini,

vakni pengelolaan dalam tiga fungsi, sebagai berikut

10
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. Perencanaan; yYang menJjady fokus dal am pereﬁcMnaan

adal ahy MeEnyangkut lnngkahulanghah dal am FENngel ol aan

retribusg Pasar, Pertimbanganhnertimbangan tentang
target dan Veall saeg Y &g akan dicapaj Eerts
mdsalah—masalah Yarg menyanghut tindak lanjaut

pengulolaannya.

b. Fel aizsarndan; dalam tah;«p &k an dibahias t.entang Prosaeg
Pelaksanaan Pemungut an dan penggﬁnaan danga yang
diperol uh,

s Fehgawaaan; PENgQawasan dititij beratian hal—pizl ¥ Eng
mungkin akan menghamb at kel ancaran dal am Perencanaan
Maupun Pelaksanaarn Pemungutan dan PENQQuUnaan dana yarig
dicapai,

Derngar UWalan di atas penulis  gpan fengemut ab an
tentang pengertiarn perencanaan, pelaksanaan dan
PENgawasan, yakni Perencanaan

PerenCnnaun merupal ar langkah el dalamn

Fengelol gag sumber—sumbar Pendapat an daerah ber masy)

dalam PeENngelol aan Febtribusi Pasar, Perencanaan adalah apa

Yang akan dicapai dan PeErumus an masalah~masalah tentanq

apa darn bagaimana Suatuy Pekéer jaan Yang hendak

dilahsanakdn dalam suaiy USalig Organisasi tujuan Y arig
telah ditetaphkan.

Frof. Widjiojg Nitisastrm, Mengemuial an Sebagai

berikut -




"Ferencanaan Rada asasnya berkisar pada dua
hal yang pertama ialah renentuan pilihan SECara
sadar mengenai tujuan yang kongkrit yang hendak
dicapai dalam Jangka waktuy tertentu atas dasar
nmilai-nilai yang dimiliki masyarkat yang
bersangkutan. dan yarig kedua ialah pilihan di
antara cara-cara alternati+f yang efisienserta
rasional untup encapai  tujuan  walkty tertenty
maupun bagi pemilihan Cara-cara tersebut
diperlukan vkuran—ukuran atau kriteriaﬂkriteria
tertentu Yang terlebih dahulu harus dipilih
Juga. " (Tjnkrnamidjnja, 1984; 14)

Felaksanaan

Fel aksanaan dari yang telah direncanakan,
Pengelolaan retribusi Pasar yang telah direncanakan,
herupakan penggerak dari  suatuy kegiatan atau Program,
Jadi pelaksanaan adal ah tindakan-tindakan yang
henyebabkan suaty organisasi dapat berjalan. Menurut
George R.Terry, berdasarkan definisi tentang Actuating
dapat sejajarkan dengan pengertian pelaksanaau* sebagail
berikut :

"Aoctuating adal ah tindakan untuk mengusahakan
agar semua anggota-angqota kelompok mau berusaha
untuk mencapeal Sasaran—-sasaran Agar secuai derigan
PErenNCanaan—perancanaan organisas, yang
berdasarkan dengan kesadaran dan berpedoman pada
rencana."(Handayaningrat.1985;2&)

Fengawasan
Fengelol aan retribusi  pasar agar terlaksana
sesual dengan rencana, pengawasana merupakan bagian dari

pengelol aan Yang berperan  dan penting untus MENC apai

tujuan, Dengan uraian diatas, maka penulis akan mengutip




Fendapatnya MC. Farlandg, sebagai

"Pengawasan
Plrmpinan ingin mengetahu
peker jaan Yang dilakuban
dengan rencana

adal ah

perintah,

berikut

suatu  proses A1 mana

apakah hasit pel aksanaan

kebi jaksanaan yang ditentukan, "
( Handayaningrat. 198%; 1473 )

B. Fengertian Retribusi

Sebelum mengemubkakan pengertian retribuei,

ol eh bawahannya LEesU&]
tujuan, atau
perluy

terlebih dahulu mengemukalkan Pengertian Pendapatan secara

harfiah ialah perolehan dari

W.J.s. Purwadharminta, pendapatan

suatu

longkungan. Mernurut

berarti ; a, PeErolehan;

b. zesuatu yang didapathkan Yang seandainya belum acla.,

Jadi Pendapat an dapat

diartikan

yang di pernleh/didapat yang sebelumnya tida): acla.

Kemudi an retribusi pada kenyataan

dari pendapatan Suatu

Undang-Undang Darurat No.12 Tahun

pemerintahan

sebagai  suatu
adalah bagian
yang Menurute

1957, secara umum dapat

diartikan sebagai pungutan, peEmbayaran dan Jasa. Pungutan

dimaksudkan adal ah pungut an

pemerintah Daerah Tingkat 171,

adalah pembayaran pemakalan jasa pemerintah

mereks yvang menggunakan fasilitas
Pemerintah daerah. Sedangkan jasa

Jasa yang diberikan atauy di

i

daerah dalam bentuk FPelayanan dan

Menurut pendapal. Prof.Dr, . Rachmat

2diakan  pleh

yang dilakukan oleh
Fembayaran dimaksudizan
daer ah  oleh
vang di sediakan  oleh
Yyang dimaksud adalah
PELErintah

sebagalnya.

Sweml tro s+ SH.

{1983; 108) tentang retribusi, sebagai berikut -
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"Retrihusi ialah Pembayaran kepada - negara
yang dilakukan oleh mereka yang mengqunakan jasa
Negara. disini Nyata bahwa pPembayaran ity meEndapat
Prestasi kembali yang langsung. Ump ama LEang
sekolah, “ang pelabuhan dan sebaginya. Orang yang
tadak meENggunakan jasa-jasa pemerintah Yang telan
disediakan, tidalk membayar retribusi,

S&lanjutnya J. Wajong (1975 . 7) meEngemub gl an

bahwa

"Retribusi adalah pungutan yang dilakuban oleh

pemerintah atas jasa yang disediakan Pemerintah
dengan membawah manf aat untul pemakai Sarana  yang
telah disediakan oleh Femerintah, "

Dari runusan=-rumusan di atas malka dapat dikatakan
bahwa, retribusi adalah sejenis pungutan yang dilakukan
oleh  pemnerintah dengan  pakea yuridis  sebagai Sumber
rendapatan daerah atas jasa-jasa yang disediakan oleh
pemerintan,

Ferlu dikemuk al an pokok-pol ol pengertian Pk,
umtuk membedakannya dari Pengertian retribusi, sebab pada
wiumnya masyaralat luas  masih MENQanggap € ane ANt ar g
retribusiy dengan Palak. Pada hal perbedaan keduanya jelas
yang terletak pada €181 obyeknya,

D1 bawah ini di kenukalkan tentang pengertian
Palak, menurut pendapat v, Soedargo,SH (19649 5 91)
mengemukakan sebagai berikut :

"Fajal adalah suaty pungutan  yang diadalan

olen negara dengan paksa yuridis  untule menutupl
pengeluarannya tampa membier i kan prestasi fkembygl g




Perbedaan antar g retribus; dan pajak daerah Yang

diuraikan di atas sekedar untugk memnper jel ae PeErbedaan
dari Sl apy Yang dapat oy tari retribusi dan  dari Slapa
Y&ang dapat (i tarik Pajak, Semakin Jelas b ahwi letal
perbedaannya hanya pada Qbyehnya Sdaja,

Retrigusj daerah dan  pajal daer ah Meruvpakan
sumber Pendapat an daer b Yang  tidap kalah pent1ngnya
dibandingkdn dengan sumber—sumb er rRendapatan daer ah dar i
sektor lain,

G Fengert i an Retribusi Daerah dan Retribue; Pasar

Salah satu sumber Pendapat an davrah Yarg Cukup
Potensi g) bagi Eabup st en Dacr an Tingkat IT Eigg ialah
sektor retribuesj pPasar. Qlehnya 1tw perlu di tangani
Seralk mungkin agar hasilnya mencapai efektifitas dan
efieien Yang diinginkan, Menurut Undang—Undang No.S Tahun
1974 tentang Pokok=pnol o) Femerint an di  daeran bahwa
otonomi yang dimakﬁuuhan adal ah otonomi YENg nyata dan
bertanggung Jawab. Nyat g dalam artj biahiva daer ah tercehyt
benar—benar mampu untyl- melatsanakan kegiatan Penbangunan
dean penyelenggaraam PeEnerint alvan berdasarban
faktor~fahtor, pertimbangan—pertimbangan ataw
kehijaksanaanﬂkebijaksanaan Yarig henar~benar MEn Jamir
Jaerah yang bersangkutan S€cara nyata mampu  mengurys

itiah tanqqanya sendirg, Femudi an hertanggunq dawab gx
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arti  bahwa Pemberian otoenom 1tu SBJalan dengan

tujuannya. yaitu mel ancarkan penbangunan ch Sl auly

pelosak negara dan Serasi atag tidal: bertentangun dengan

pengarahan Yang telsh dib&rikan, e Jamin hubueng e L I

serasi antara Remerintah pucat dan  dacrap Skrla  dapuat

men jamin Perkembangan dan Peabnigunan dacraty,

Dalam Undangmu“uuﬁg Ho.T  Tahun 1974 [ pasal o=

FERS Y wtid

metyebut ) an bahwa St e PERCar L Al daer an sdalal

de Fendepatan asli daerah Yeled terdiry daps E

1. Ha=il Padak daeran
< Hasil retri buel dagra)
S Hasi) Péar usahaan divrah

9. Lain-lain usaha daeral yeui sah

b. Fﬂndapatn Yang berasal gar ., Freamls a5 any Pemerint an ¥ ang
terdiry duari daerct

L. Sumbangan dari pewerintan Prasat

2. Sumbangan—sumbanqan Yan,, lain Yanyg di  atur dengan

PeEraturan Pemerint ab,
3. Lain-lain pendapal an Yang sah
Devigan Menperhatikan Fetentusn dalam Undangwhndﬁnq

No.S Tanrun 1974, naka Yang  dimaksud dengan Pendapatan
daer ah Yang asli dari deacr <l 1y
|

yang diberikan atau berupa

Sendiri dan ada nul g

swibangan  dari PeEnarintan
pusat,

Jadi Pengertian retribusi daerah sebagaimana yang
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diuraiakan dal am Undang-Unddng No.12 Drt.l?S?, yang
MeEnegaskan bahwa

"Yang di thaksug dengan retribuecj daerah
adeal ah Rrungut an daeraly Yang s“ebagaimana Penbayaran
atau karena MEMperoleh jhicg pekerjaan, usaha atay
milyp Yang daer ah bagi ¥ ang berhepentingan abau
keareop Jasa Yanyg diberikan aleh daerah, v

Jadi  darij Pendapat diatas retribusi adal ah
Rungutan Yang dilakubkarn ol eh daerah, Leidl Dasr al, Tingkat
I maupun Daer ah Tingkeat Il. Karéna jn&m’penyﬁdidn Sar ang
Uan fasilitae Pasar dapat mel «kukan pungutan pye .y, Uald am
rangkan dapa untulk menbi ayqi Pembangunan den PeEngel uar g,
v daer 4, Fabupaten Dawr ah Tingkat 17 Bina.

Sedangkan retribusi Pesar adalah PUrigul an Y
dilakukan pada tempat berlanuﬁungnyq begiatan Henjual ar
dary pembel iy ol ey Mmasyarakal Yarig mang Temp st Lerseingt
disediake, ol eh Pemer inl «y,

Jeudi dapal oi larik su.aty Fesimpul an trabiws
Jineksud dengan retribueg Pasar  ae0a] at, Puimgut g,
dilakubkan ol el penrint daeral | arena telah e, TS
dan di Quialan ol el wadils retribu:i, “akan  sarana Deer Ly
1wmpat untuk  menjual baip Ler s haluman, Pelal arap
BELi iy bLer e kiﬁ& alau gardu, Yany  sudai, ey Ly Seliag
emakal sarana terseliut Wee jib Memb sy ar rEtF'huﬁiHyu,
ebagai imbalan Liagi Presner i nt gy yarig  telah iy edi ok o
arana tersebut,




D. Dasar Hub g Pungutan Fajalk dan Relribusi Daer ah

Sebagimana dibetabhui Liabiwa Negar o Feputsl ik
Indonesia ada«lah negara yang bedasarkan  hubkua. Setiap
bebijaksanaan Y eang diberlab ol an senantiasg har us
fempuiyal dasar hukum. Dewmikian pula halnyq kebijaksansan
di daeral, harus metpunyai per atuean perundang-ounng
sebagal  sumber hekuat an bagi di Lakubanny SEsuatu,
Ceperti halnya pajak duan retribusi daeréh.

Fenudi an daer sh-daerah reng  dinilai  mawpu Gleh
pemerintah pusat dengan mel ihat hasil-hasil penbanyuran
72y ada didaerah yang beraangkutam, akean  diberijan irak
Glonomi , Yo tujuan ubamanya adal aly untuk M= nghatl ban
daye guna  dan berhasil Quir & dal am Penyel enggar aan
rererintah terutama Jal am membier bz Felayarnan prada
Mmasyarabkal dan Prelaksanaan Pem anigunan . Selanjulnga pada
bab T paeal 1 ayal e Undang—Undnng homor 5 Tebhun 1074
e bang pubol—-pokak Pemer intah di daesrah bahwa - "Deeraly
abonomi adal ah Fesatuan maSyarakat hakoay YANG  ielpaived
rabas wilayah Lertenty yang. berhal, berquuhqn, [ P2
et b ewe i ban Mmenguras  rumah o angganya  sendir | dal am

katan negar . kesatuay, Fepubl bk Indonesia  sesyug devigan
1|L|='-r|g"'1.lnl.'.i:d'|u yeang berlapaa, "

Feuwwdian kepada daerah yang telah diberibkan hak

Lonom  dengan berbagai  bentul wrusan , agar dapat

“rfungsi dan dan dapal  di PeErcayainya tujuan tentang
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pemb&ntukdnuya, mak e kepada daerah di berikan
Wewenang untal nel aksanak an berbagai urusan Yang menjadi
Urusan rumah tangganya. Salah gatu dianbaranya adal ah
wewenanyg dal am bidang kewangan daer ah yang meliputi
«. Pungut an pendapatan sumber —sumber daer ah, Selicgalmarea

di maksudkan pasal 55 undang-undang nomor S talbiun

1974,
b. Penyelenggaradn urusan, Pertanggung Jawaban e
PENGawasan keuangan dueral, selagal mana dimabsud rasal

&2 wndang-undang nowor 5 tehiun 1974,

€. Penetupan «hggaran  pendapatan dan belanja  daer ah
(APRD)Y  dan perhitunigan APED sebagal mana Yang dimghsud
Pasal &4 ayat 2 dan i Undang—Undang nomor S tahun 1973
dal am renvelenggaraan di bidang keuwangan  daerah Juga
berlandaskan : .

1. Undang—Undang nomor 32 tahun 1952 tentang PEr Lubangean
kewanyan antara Negara dan dasrah.,

:g. Undang—Undang homar 14, “takun 1957 Dri. lentang
reraturan wwum Padak daeral.

Je Undang—Undang nomor 12 Ltahun 1957 tentanyg peraturan
retribusi daerah.

. Undang—Umdang nomor 10 tahun 19248 tentang MpeEnvyer ahan

BNKB pajak radio, dan pajak Leangsa asing  kepada

daerah,




5.

10.

Peratur an Pemerintat  aomar o

tentang
Pengur us g pertanggung Jawaban dan Pengawas an Leunngan
daerah.

Feratur pemerintah nomor & tahun 1975 tentang tatgy
tara penyusunan anggar an Ppendapat an dan belanja.dmerah
relaksanaan tata ucaha kewangan daerah.

Feraturan Mentri Dalam Negeri  nomor 11 tahun 1975
tentang contoh—countoh Cara pényusunan AFED |
Pelaksanaan tata usaha kKeuangan daerah dan Feliyusunan
Ferhitungan ANYGar ar) Pendapatan  dap belan s daeraly
(APED) .
Feratur Mentri Dal aq Negeri  nomor 11 tahwn 1978
Lentany Ppelaksanaan tuntutan Perbendahar aan dan
tuntutan ganti FUgl kewangan dan material & Femangearn
daerah,
Peraturan Mentr g Dal am Neger i nomot: B8 Lalun 1978
Lentang PeEnerimaan darij pihek ketiga.,

Peraturan Dalam Negeri pnouer 4 tahurn 1979, Lentang
Pengelol qan Lar amy Pemerintan.

Peralur arn Mentri Dalam Negeri  nomor 1 tahun 1980
tentang p&tunjuh/pedoman Ltata adnmini sie asi
bendahar awan daer i,

Feputusan Mentri Dualanm Negeri  nomor 00-90  tahuny
1981 tentang manual adminictrgei pendapatan daer i,

Dal am pungutar Sumbeér —sumb wer pendapet 4, daer ah
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harue mempunyai dasar hukum yang jelas sebagaimana yang
dimaksudkan Undang-Undang namor S tahun 1975 pasal S8 dan
pasal 60 yang diatur dengan peraturan daerah.

Adapun peraturan daerah Kabupaten Daerah  Tinghat

IT Bima dalam rangka pungutan pajak dan retribusi daerah

adalah sebagi berikut ;

al. Pajak-pajak daerah :

1. Pajak Potong hewan di atue dalam'peraturan daerah
nomor 19 tahun 1932

2. Pajak jalan di atur dalam peraturan daerah nomnor 2
tahun 1982

. Pajak pembangunan I Yang diatur dalam peraturan
daerah nomar 1@ tahun 1975,

4. pajak radio yang di atur dalam peraturan daeran
nomor 2 tahun 1975

2. Pajak bangsa asing yang di  atur dalam peraturan
daerah nomar 4 tahun 1930

6. Pajak atas pertunjukan/keramaian yang di atur
dalam peraturan daerah naomar 4 tahun 1934

7. Pajak reklame vang di atur dalam peraturan  daerah
nomor I tahun 1987

B. Pajak kendaraan tidak bermotor vang diatur dalam
peraluran daerah nomor 8 tahun 1978

?. pajak anjing yang di atur dalam peraturan dawrah

nomor 8 tahun 19895




bj.

e
-——

10. Pajalk rendaftaran Perusahaan Yang diatur dalam

Peraturan daerah ««s tahun 19,..
Retribusi Daerah
. Uang leges Yang di  atyr dalam Peraturan  dasrap
nomor 4 tahun /77 Jo nomor 4 tahun 1987
2. Sewah rumsh/gedung Yang di  atur dalam peraturan
daerah nNomor 2 tahun 198X jq nomor 12 tahun 198>
=« Uang sempadan/i jin bangunan yané di  atur dalam
Peraturan daerah nomar 9 tahurn 19280
4. 13in tempat weana vang dy o oatne dal am Peraturan
deerah nomor 7 tahun 1935
2. Tiin Perusahaan kecil/perus&hadn anghkut an yang
diatur dalam Peraturan daerah Namor & tahun 19764
Jo nomor tahun 1983
Fergujian dan HEMOMor an kendaraanm Y eéng tidak
bermotor yaeng di atuy dengan peraturan daerabh ronor
15 tahun 1977
Terminal bus/Taxi Yang di - atur dengan peraturan
daerah nomor & tahun 1975
Tempat Rekreasi Yang di atuye dal am reraturan daerah
namor 8 tahun 1975
Retribuei Pasar yang di atur dalam peraturan daerah
namor T tahun 1979 JO  nomor 1Q tahun  193p yalty
tentang ketentuan sewa kios dan peraturan  daeral

Nomor & tahun 1982 Yang  mengatur tentang peral atan




10@.

11.

14,

16'

17.

Pasar untuk karcis pasar.
Pasanqgerahan/Hntel di atur dalam reraturan  daerah
nomor 2 tahun 1974 Jo namor 17 tahun 1982,
Fengeluaran hasil bumi hutan, laut PeErindustrian
serta hasil  alan lainnya, yang di atur dalam
peraturan daerah nomor I tahun 1944 Jo nomor 13 tahon
1979

Retribusi parkir kendaraan yang‘ di  atur dalam
Peraturan daerah nomor & tahun 1983

Adminictragi jual  beli hewan yang di  atur dalam
peraturan daerah nomor & tahun 1984

Retribusi Penerangan  jalan Yang diatur dal am
Peraturan daerah nNomar 3 tahun 1974

Retribusi kebersihan vang dia  atur dalam Peraturan
daerah nomaor 2 tahun 1981 jo nomor 4 tahun 1932
Retribusi kartu keluarga/KTP yang di  atur dalan
peraturan daerah nomor 3 tahun 1578
Retribusi pemalai an Alat-alat berat yang di  atur
dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 1977
Retribusi kesehatan ¥ang di  atur dalan reraturan
daerah nomar I0 tahun 1977
Retribusi rumah potong  hewan dan kasehat an daging

vang di atur dalam peraturan  daerah nomor 9  fLahun

1977
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20. Retribusi Pasar hewan

Yang diatyr

dal am Peraturan
daerah nomor 14 tahun 1977

21. Retribusi Pendaf taran ternak vang di  aigre dal am
Peraturan daerah nomor 8 tahun 1977

22, Retribusi timbangan ternak Yang  di atoge dalam
Peraturan daerah nomor 12 tahun 18977

2%, Retribusi Pacuan kuda yang di  atur dalam peraturan
daerah nomor 11 tahun 1977

24, Retribusi kesehatan hewan yang  di atur dal am
Peraturan daer ah nomor 18 tahun 1977

25, Retribusi Pemneriksaan Unggas dan hewan yang di atur

dal am Peraturan daerah nomor 13 tahun 1977

Demi kianil ah dasar hukun pungutan

yang dilakukan
oleh Sebagai sumber Pendapatan gs1i daerah. Yang diaty,
berdasarkan Undang—Undang dan berbagai Peraturan
perundang-undangan lainnya yarng di

tempuh ol el Pemeri ntah
daerah tingkat 11 Bima,

Dari sekian banyak Jumlah dan Jenis rungut an
daerah yang di atur dalam masing*masing peraturan daerahn
(PERDA) nalka Selanjutngg periulis fiengkhususl an
diri pada s2ktar retribusi Pasar  vang dj atuwr  dalam
peraturan daerah nomor & tahun  19p7 tentang pelantaran

asar sebagaj tempat Pungutan
I
I

e aturan daerah nomor

1980 yang

TRungutan karcic Aasar  dan
< tahun 1979 J0  nomor 198  tahun
fengatur sewa kips sebagai Pungutan yeng dJdiatype




dalam APED kabupaten daerah tingkat 11 Bima /agbagai
N

A
ot e
”, el g,

sektor Penerimaan retribusi pasar.

D. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah \

ls Pendapatan Asli Daerah meliputi
a. Pajak daerah Yang dapat diperincika urut
Penyerahannya dengan undang—undang dan Peraturan

pemerintah vyang diserahkan k@pada Daerah Tingkat

IT Bima, sebagai berikut :

di tentukan dalam Undang~Undang No. 11 Drt
Tahun 1957 sebagai berikut .
&. Pajak atasg reklame dan keramaian umum
b. Pajak atas rekl ame
c. Pajak anjing
d. Pajak atas kendaraan yYang tidalk bermotor

= Jdenis-jenisg Pajak yang diserahkan kepada
daerah berdasarkan Undang—Undanq No.32 Tahun
19546, yaitu H

S Pajak atas Jalan

b. Pajak atas Rotongan hewan

F« Pajak atas pembangunan I

= Jenig Pajak yang diserahkan berdasarkan

Undang—Undang No. 1@ Tahun 1963 JO.PP.No. 5 Tahun

19692, yaitu ;

a. Pajak atas radio




b. Pajak Bangsa Asing

= Hasil pajak Negar a Yang diserahkan kepada daerah

ada 2 macam vaitu

a. Penyerahan sebagian hasi) Pajak negara kepada

daerah

1. yang Prosentasenya di tetapkan 757
atas )
= pajak Peralihan
= Pajak wupah
T Pajak materai _

<. yang Prosentasenyeg ditetapkan
dengan Peraturan pemerintah,
= pajak kekayaan
= pajak Perseroan

=+ diserahkan sebagian dari hasil g
~ bea masuk
- bea keluar
= cukai

b. diserahkan seluruh hasi Pajak negara kepada
daerah :

= hasil

s/d  90%

tiap tahun
atas

luran pembangunan daerah (IFEDA) . »

b. Retribusi Daerah

Setelah mengal ami beberapa kali Pergantian dan

akhirnya diberlakukan Undang—Undang No.S Tahun 1974

Tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah Yang berlajy

Sampai sekarang tetap dinyatakan bahwa Fetribusi daerah

adalah salah satu sumber Pendapatan asli daerah.,

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.5

ahiun 1974 ayvat 1 dan 2 bahwa :

BiCLy Dengan Undang~Undang di

pokok tentang Pajak dan retrib
{2) Dengan Peraturan daerah
| pajak dan retribusj daerah,

naka ditetapkanlah Undang-und

tetapkan ketentuan
usi daerah.
ditetapkan pungutan
"(Snemitrn.l?BS;EBb)
ang No.12 Darurat Tahun 1957

-
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tentang Peraturan umun Retribusi daerah. Undang—Undang
1n1 ditunjukan lapangan retribusi pada pasal g yéang

bunyinya

" "Retribusi Yang dapat dipungut daerah. yairtu

. uang legas

b. uang topl bea Jalan, bea Pangkalan dar bea
pembangunan

C. bea Pembantaian dan pemeriksaan

d. uwang Sempadan dan izin bangunan

€. retribusi atas Pemakaian tanah

f. bea penguburan, " ¢ Suemitro,l?BS: 226 )
€. Perusahaan Daer an

Ferusahaan daerah di atuyr dalam Unﬂang-Undang No.5
Tahun 1942 tentang undang—undang Perusahaan daerah
pengertian Perusahaan daerah menurut undang—undang ini

adalah

"Yang dimaksud dengan Perusahaan daerah ialah
Perusahaan Yang didirikan berdasarkan undang-undang
ini yang modal selanjutnya ataun sebahagian mMerupakan
kekayaan Yang di pisahkan, "

Bila dilihat darij Segi yang mendirikannya Perusahaan
daerah terdiri dari dua Macam vyaity Perushaan yang
didiriban oleh daerah ity sendiri dan Perusahaan
daerah Yang didirikan oleh daerah atasan. Kedua macam
Perusahaan daerah tersebut harus bergeral: dilapangan
Sesuai dengan urusan rumah tangga daerah,
d. lain-Lain Usaha Daerah Yang sah

Yang dimaksud dengan lain-lain usaha daerah yang
sah adal ah Segala wusaha daer ah yang tidalk disehut

dalam no.a Sampai ¢ diatas dan sesuai dengan ketentuan

s S —
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Yang berlaky.

Lain-lain usaha daerah yang sagh yang dimaksud,

yaitu

1.

Hasil/ganti rugi  penyerahan bibit ikan, bibit
ternak bibit tanaman Pangan, dan bibit tanaman
kebun,

Hasil/peherjaan Remakaian barqng/benda/kendaraan
oleh bengkel yang tidak termasuk Perusahaan
Pemerintah daerah,

Hasil kegiatan lainnya Y&Nng bersifat Jasa usaha

kepada Mmasyarakat,

Pendapatan Daerah Yang berasal dari Pemerintah atasan

FPendapatan dari Pemerintah atasa ini dapat berupa

antara lain 2

al

Subsidi Daerah otonomi (subsidi Perimbangan
keuangan daerah)

Fepada daerah diberikan subsidi khusus untuk
keperluan gaji dan tunjangan Pangan bagi PEygawal
dasrah termasul: PEgawai negeri sipil Yang
diperbantukan kepada daerah,

"Besarnya subsgidi daerah otonomi/aubsidi

Rerimbangan keuangan ini diberikan oleh
Premerintah didasarkan atas data dattar gaji

yarig diperbantukan kepada daerah otonomi
Masing-masing, " (Belnpadang.l?ﬁﬁ;bE)
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Ganjaran

Ganjaran diberikan semata-mata membiayai
kegiatan rutin non belanja pegawai dalam
penyelenggaraan tugas pemerintah umum di daerah,

Penggunaan Qanjaran di  utamakan bagi pembiayaan
kegiatan dalam rangka tugas pembantuan.
Sumbangan-sumbanqan lainnya dari pemerintah.

Mungkin terjadinya sesuatﬁ disebabkan oleh
keadaan vang luar biasa, dan daerah mengal ami
kesulitan keuangan sehingga menghadapi kekurangan
dalam anggaran keuangannya. Dal am keadaan Yang
demikian maka kepada daerah tersebut oleh pemerintah
akan memberikan sumbangan dari Suatu pos luar biasa.
Jadi dapat dipahami bahwa sumbangan itu adalah di luar
subsidi daerah otonomi dan ganjaran.

Dengan demikian sumbangan yang dimaksud
hanya dapat diberikan kepada daerah Yang benar-benar
dalam keadan kekurangan keuangan karena laur biasa.
Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah dal am rangka pelaksanaan
pembangunan dan mel aksanakan tugasnya dan kewajibannya

sebagai daerah yang berstatus otonom, dimana semua

rusan yang telah menjadi urusan rumah  tangganya tentu

emerlukan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

ewajibannya dalam mel aksanakan setiap kegiatan
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pemerintah dan pembangunan mutlal memerlukan dana yang
cukup dan kontinyu untulk membiayal baik ity belanja rutin

maupun belanja pembangunan dan sedapat

ditingkatkan kwalitas dan kwantitasnya dengan
Upaya yang mungkin dilakukan Sepanjang tidak berf
dengan perundang—undangan Yang berlaku untuk
tuntutan kebutuhan pembangunan di daerah.
Rasanya sangat mustahil suatu 'organisasi dapat
melaksanakan tugasnya, terlebih lagi arganisasi
pemerintah yang skopnya cukup besar dan kompleks, bica
mel aksanakan tugasnya menjal ankan tugas dan tanggung
Jawabnya sebagai daerah yang berotonom, tampa didukung
oleh dana yang memadai. Sesuai sekali vyang dikemnukakan

oleh Prof.Drs.S, Femudii , MPA (19855 61) yang mengatakan
bahwa 3

"Keuangan daerah merupakan salah satu hal

Yang sangat penting dalam rangka usaha untuk

meninghkatkan otonomi  daerah. Femerintah daerah

tidak dapat mel aksanakan fungsinya yang efektif
dan efisien tampa baiaya yang Cukup untuk
memberikan pelayanan dan pembangunan.

Perihal yang Perlu kita sadari bahwa tidak semua
aerah mempunyai potensi sumber pendapatan yang sama -
ntara yang satu dengan yang lainnya. Ada daerah yang
ukup potensil ada pula daerah Yang minim dalam arti
urang banyak usaha yang bisa digali untuk mengumpul kan

ana bagi menutupi kebutuhan daerah. Dalam hal ini Frof.

rs. Pamujidi, MFPA (1985; hal.>1) mengemukakan, sebagai
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berikut

"Dalam usaha menggali sumber-sumber keuwangannya
tidak dapat melengkapi diri dari
potensi-potensi Yang ada di dalam dasrah/kota
masing-masing ol eh karena itu pembinaan dan

PeEngembangan daerah/knta, khususnya yang
menyangkut sumber-sumber pendapatan
daerah/kota, "

Kemampuan yang dimakeud di sini adalah

kesanggupan pemerintah daerah menangani sebaik mungkin
suber-—-sumber pendapatan asli daerah Qang termasuk di
dalamnya sektor retribusi pasar. kesanggupan menciptakan
mekani sme pemungutan dan dasar hukum Pel aksanaan
S&suaikan dengan ketentuan~kententuan yang berlaku.
kemampuan menari k simpatik mesyarakat sehingga mereka maw
Secara aktif turut serta dalam meningkatkan penerimaan
daerah. oleh sebab i1tu kemampuan Para aparat dan segenap
pemerintah daerah perlu sekali agar dalam penanganan
pengelolaaan yang dimaksud ity dapat mencapai  tujuan
Seécara efisien dan efektif,

Berbicara tentang kemnampuan pemerintah daerah
dalam mengelola retribusi pasar tentu saja banyak hal
Yarg perlu di lihat sebagai hal yariq dapat

empengaruhinya. beberapa hal yang dimaksud adalah sebagai
erikut :

« Struktur organisasi yang mengelola retribusi pasar

- Personil Yang berperang dalam mel aksanakan tugas

operasional
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d.

Sistim atau aturan main dalam pengelolaan pemungutannya
Fenyediaan Sarana dan Prasarana ker ja sebagai alat
untuk menjalankan tugas sehari-hari

Penyedi aan fasilitas pasar sebagai tempat
berlangsungnya transaksi Jual beli yang dapat
mempengaruhi Juml ah PENgunjung yang menggunakan

fasilitasg Pasar, kemudian terkait_ dengan masal ah

keamanan dan kebersihan pasar.

Kesadaran wajib bayar dalam membayar kewajibannya.

Namun demikian dal am tulisan ini hanya ada

bebarapa hal saja yang akan di uraiakan Sesual  dengan

rumusan masalahnya, seperti  terlihat Pada  kerangka

Pemikiran Yang digambarkan sebagai berikut -

Kemampuan mengelol a = Realisas: Wwaljib
Retribusi pasar ¥ Retribusi pasar

|

1. Merealisasikan target

Faktor penghamhat
2. Personil pengelola

dan Pendorong

J. Sarana kerja
——

L




BAB III
GAMBARAN KHUSUS LOKASI PENELITIAN

A. Potensi Pasar dan Fasilitas
Kegiatan perekonomian akhir-akhir 1ni dapat
dikatakan berkembang bila didukung oleh meningkatnya
kegiatan Produksi, distribusi dan konsumen. Demikian pula
kegiatan pProduksi  penduduk suatu daerah akan dapat
meningkatkan kehidupan ekonominya bila didukung oleh
terciptanya iklam pemasaran yang baik. Pendudul Kabupaten
Daerah Tingkat 171 Bima yang sebai an becar mata
Pencahariannya adalah dari bertani, mutlak membutuhkan
sistim atau iklim pemasaran  yang memadai yang dapat
menunjang distribusi hasil-hasil pertaniannya. Dalam
kaitan inilah masyarakat membutuhkan Sarana dan prasarana
Pasar vyang memadai untuk menunjang kegilatan
endistribusian dan RProses jual beli yYyang di adalkan

ipasar.

’ Dalam mengelola retribusi pasar, pemerintah
‘abupaten Dati II Bima mengkl asifikasikan Pasar kedalan 2

dua) golongan besar berdasarkan keadaan pasar, adalalh :
- Fasar ramai vaitu pasar yang ramai di kKunjungi warga
masyarakat yang mengadak an transakei Jaul beli,
utamanya mereka yang menggunakan pelataran dan halaman

pasar. vang termasuk dalam kelompok pasar 1ini  adal ah

seperti yang di bahas dalam skripsi ini hanyalah pada

td
e
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Kecamatan Rasanae saja vaitu Pasar Raya Bima, ini
merupakan pasar sentral serta Pusat pertokoarn yang
Pengujungnya selain dalam kota itu sendiri juga bahkan
berasal dari luar kota (kecamatan lainnya).

Pasar sedang vyaitu Pasar vyang Pengulungnya tidak
terlalu ramai., Pada kelompok ini terdapat =3 (tiga)
Pasar vyang ada di Kecamatan Rasanae yaitu Fasar
Penaraga, Pasar Raba, Fasar Fumbe. Selain dari ketiga
pasar ini masih banyak pasar Yang lain pada kecamatan
yang lain di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Eima.

Felataran Pasar sebagai fasilitas yang ada di
Pasar tidak diadakan Penggolongan menurut tempat, atau
jenisnya. Hanya dilakukan sekarang bagi mereka yang
menggunakan pelataran Pasar vyeng mempunyai atap,
terhadap Penggunaan tempat berukuran 1 meter persigi
dibebani 2 potong karcis pasar dengan harga nominal (ST
lembar Rp.S@,~-. Sedangkan Yyang menggunakan pelataran
Pasar atau hal aman pasar dikenakan retribusi Rp.S0, -
per meter persigi.

Dapat di gambarkan bahwa pada perkembangan
terakhir, sumbangan sektor penjual an barang secara
kelontong mavpun  penjual an sSecara tradisional bagi

masyarakat Bima, khususnya masyarakat pada Kecamatan

Rasanae, dapatlah merupakan angin  baru yang memberikan
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lapangan usaha baru atau pencaharian masyarakat sekaliqus
merupakan penambahan pendapatan masyarakat dari
hasil-hasil pertanian yang dengan adanya

merubah kondisi ekonomi masyarakat, khususnya |

Kecamatan Rasanae, Kabupaten Dati 171 Eima.

Sarana atau fasilitas pasar adalah p
yang harus dimiliki oleh setiap pasar. Tahel berikut ini
memperlihatkan potensi dari beberapa Pasar vyang ada di
Bima. yaitu di Kecamatan Rasanae.

TABEL @1

KEADAAN FOTENSI DAN SARANA DI KECAMATAN RASANAE
KABUFATEN DAERAH TINGKAT II BIMA

No. Teks Juml ah Juﬁiii_Lnds
Toko/Kios Beratap Tal beratap

1 Pasar Raya Bima 95 4 7

2 Pasar Penaragae 20 — : 2

3 Fasar Kumbe 20 — S

JUML AH 135 s 14

Sumber Data : Kantor Dinas Fandapatan Daerah Tingkat II
Bima, Tahun 1997

Pada pasar ramai dibuka dan ber jalan setiap hari

ahkan hingga sore hari. Sedangkan pada pasar yang di

ol ongkan sedang seperti ketiga pasar terakhir pada tabel

i atas PENguUNiung yang menggunakan jasa dan pelataran dan

alaman pasar tidak begitu ramai bahkan menurut Fepala
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Pasar setempat kadang-kadang Juga sepi dari Pengunjungnya,
Kios dalam hal ini  adal ah bahagian dari pasar
untuk ber jualan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan
dinding pemisah. Hal di atas Sesual  dengan keterangan
Kepala Pasar yang di hubungi oleh Penulis, pedagang yang
meEmenuhi pada Pelataran pasar baru ini sangat ramai,
Bahkan dari hasil karcis Pasar vyang dipungut setiap
harinya mencapal sekitar Rp.45.000, - dengan harga nominal
karcis perlembar Rp.S0,~ permeter persigi.
B. Proses Femungutan Retribusi Pasar

Untuk menjamin tertibnya sistim pemungutan
retribusi pasar di Kabupaten Dati 17 Bima, khususnya
Kecamatan Rasanae menggunakan 2 sistim yaitu sistim
karcis dan kartu,

Dengan sistim karcis diperuntukan bagi pungutan
terhadap pemanfaatan pelataran pasar sesuai dengan
Peraturan daerah No.3 Tahun 1979 jg No.1@ Tahun 19589
dan peraturan baerah No.& Tahun 1982 Tentang sewa Fios,
karena dalam purigutan pemantaatan pelataran pasar dan
sSewa Kios merupakan pos retribusi pasar.

sistim yang digunakan dengan karcis
Ppelaksanaannya adalah sebagai berikut :

. Petugas (Kepala pasar) yang sekaligus sebagai  juru

pungut mengajukan permohonan  permintaan karcis pasar




kepada sub bagaian tata usaha vyang terlebih dahuluw
disetujui oleh seksl retribusi guna mencocokan dengan
Penerima/pungutan yang telah dilaksanakan
Permohonan di setujui, juru pungut (kepala pasar)
meﬁerima karcis dari bendaharawan material yang dicatat
dalam buku persediaan yang dilengkapi dengan bukti
Penyerahan karcis Pasar dalam tiga rangkap.

Juru  punqut (Kepala éasar) menerima karcis yang
kenudi an dicatat dalam buku Persediaan karcis besar.
Karcis pasar digunakan sebagai  pungutan bagi wajib
bayar retribusi, uang Yang diterima oleh juru pungut
membukukan dalam buky PENerimaan hasil pungutan tiap
hari yang s@kaligus digunakan dalam penyerahan hasi&
pungutan dari karcis pasar.
Dari hasil pungutan tersebut disetor pada bendaharawan
Fhusus Penerima (BKP) Dinas Fendapatan Daerah dengan
menggunakan buku Penerimaan sejenis disertai bukti
Penerimaan oleh BEP untuk di setor ke kas Daerah.

Bendaharawan Khusus Penerima (BEF)  menyetorkan hasil
penerimaan jury pungut  pasar ke Kas Daerah denqgan
menggunakan tanda bukti setoran terlebih dahulu
dicatét/dibukukan pada buku Penerimaan sejenis dan
dibukukan pada buku Kas Daerah.

Jalur pembayaran dengan sistim ini adalah secara
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langsung pada saat Penagihan, karcis diserahkan
Pembayaranpun terjadi. Hal ini memang kelihatan sederhana
karena harga karcisnya vyang relatif kecil yaitu sebesar
Rp.5@,- permeter persigi terhadap pemanfaatan pelataran
pasar,

Sedangkan Prosedur pemungutan menggunakan kartuy
yaitu untuk Penagihan sewa kKios/petak pemerintah, karena
pembayaran dilakukan secara bulanan, Adapun Prosedurnya,
sebagai berikut :

1. Penyewaan kios/petal: cesuai dengan keputusan Bupati
Kepala Daerah tentang penempatan Kios pemerintah,
mengaiukan rermohonan kartu pada Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Cq seksi Retribusi daerah untuk
mendapatkan karty sebagai  alat pembayaran sewa-sewa
kios.

2. Pembayaran dilakukan oleh wajib bayar kepada juru
pungut yang ditunjuk (Kepala pasar) yang selanjutnya
dicatat dalam buku penerimaan harian atau buku
Penerimaan sejenis.

>« Penyetoran hasil penerimaan pada Bendaharawan Khusus
Penerima (BKP) Dinas Fendapatan Daerah dilakukan
bersamaan derigan penyetoran hasil pungutan karcis

Pasar, disertai tanda Penerimaan oleh BKP untuk disetor

ke Kas Daerah.
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4. Hasil penerimaan di setor oleh jury Pungut  diterima
oleh EKP DIPENDA Yang dicatat dalam buku  penerimaan

retribusi pasar dana di catat dalam buky Kas vyang

penyetoran.

Ferlu Juga dikemukakan tentang mekanisme
Penerimaan dan penyetaran sebagaimana Jalur-jalur yang
ditentukan dalam MAFENDA maupun MAKUNDA,

Jalur-jalur yang dimaksud sebagai berikut
1. Jalur Karcis sebagai alat Pungutan/pembayaran retribusi

di sediakan oleh daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah.

25 Didistribusikan kepada juru pungut (Kepala Fasar)
sebagai tugas pemungut.

-+ FPetugas pemungut melayani dan mel aksanakan pemnungutan
dengan menyerahkan karcis kepada wajib bayar,

4. Petugas pemungut menerima pembayaran atas pemungutan
retribusi pasar secara Iangsung atas pemakaian Jjasa
pasar,

« Hasil Pemungutan yang dilaksanakan oleh jury pungut
(Kepala pasar) dan pembantu*pembantunya disetor ke
Bendahar awan Khusus Penerima Dainas Fendapatan Daerah.

- Bendaharawan Khusus Penerima menyetar hasil pemungutan
retribusi ke Kas daerah Yang dalam hal ini Rank

Pembangunan Daerah yang ditunjukan sebagai pemegang Kas
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Daerah.

Untuk jalur Yang menggunakan kartu,

Jalurnya sebagai berikut :

1. Kartu didistribusikan oleh Dinas FPendapatan Daerah
kepada wajib bayar sewa kias sebagai alat kantrol
pembayar an setiap bul annya.

2. Sebagai alat bukti pembayaran ditempealkan pada kartu
resi pembayaran oleh Juru pungut (Kepala pasar) atau
petugas yang ditunjuk kepada wajib bayar.

. Juru pungut melayani pembayaran dari wajib bayar
selanjutnya dicatat Pada buku peneriinaan harian sewa
kios yaitu pembayaran sewa kios bulanan.

4. Hasil pungutan sewa kins tersebut disetar ke
Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan daerah
sSebagai hasil pungutan tersebut.

« Bendaharawan Khusus Penerima menyetor seluruh hasil
pungutan sewa kios Yyang merupakan pos penerimaan
retribusi pasar hal yang sangat perlu ke Kas Daeran.

Dalam kaitannya dengan mekanismes penarinaan  dan
enyetoran retribusi pasar hal yang sangat penting adalah
alur Pertanggung jawaban dan Jalur pelaporan penarimaan
an penyetoran pungutan retribusi dan  seluwruh pendapatan

aerah yang dilaksanakan oleh Bendaharawan Khusus Fenerima

inas Pendapatan Daerah.
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Hendaharawan Khusus Fenerima menyampai kan
Pertanggung jawaban dan pelaporan semua  penerimaan  dan
penyetoran pada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan
vang tembusannyg pada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan
Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan jalur pertanggunag jawaban dan pelaporan
dimaksud untuk bahan evaluasi terhadap penerimaan daerah
yang merupakan sumber pendapatan daerah guna untul
mengambi 1l langkah-1angkah evaluasi, koordinasi dan
Pengawasan untuk selanjutnya pengembangan sepenuhnya
semua potensi daerah vyang ditunjukan untuk meningkatkan
pendapatan daerah.
cC. Kedudukan, Tata Keria dan Struktur Organisasi Dinas

FPendapatan Daerah di Kabupaten Dati 11 Bima

Kedudukan Dinas Fendapatan daeraha adal ah  unsur
pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pendapatan
daerah yang dipimpin oleh seorang FKepala Dinae YAng
berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah.

Adapun yang menjadi tugas pokok Dinas FPendapatan
Daerah sebagai berikut H

l. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan,

Pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke dalam Kas

Daerah secara maksimal baik terhadap sumber—sumber yang

e
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baru berdasarkan kebi jaksanaan yang ditetapkan oleh
Kepala daerah dan atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Mengadakan penelitian dan mengaveluasi tatg cara
pemungutan pajak, retribusi daerah dan
pungutan-pungutan yang di diadakan ol eh daerah,
sepanjang hal itu menjadi  hak dan kewajiban atau
wewenang, maupun pungutan dari pemerintah pusat Yarg
diserahkan kepada daerah guna menciptakan sistinm yang
lebibh meningkatikan daya guna dan hasil guna.

Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha di bidang
pungutan dan pendapatan berdasar kan ketentuan-ketentuan
baik vyang digariskan oleh pemerintah pusat  maupun

pemerintah daerah.

Selain  tugas pokok tersebut diatas dinas

Fendapatan Daerah juga berkewajiban mel akukan tugas-tugas,

berikut ini :

1.

Mengikut; perkembangan keadaan secara terus-menerus dan
memperhatikan akibat-akibat atau pengaruh dari keadaan
itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.

Mengumpul kan, mengsistimatiskan dan mengola data dan
bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan

tugas.




-

8.

9.
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2. Membuat perkiraan tugas dar memberikan saran—-saran atau

rertimbangan tepat pada waktunya kepada Fepala Daerah
sebagai bahan guana menetapkan kebijaksanaan.

Membuat rancangan-rancangan atauw program-program yang
diperlakukan guna menyelenggarakan tugas-tuaga pokok.
Memberikan saran dan pendapat kepada FKepala Daerah
dal am mempertimbangkan besar dan beratnya pungutan
daerah yang bermacam ragamnya dalam menetaphkan
kebi jaksanaan tentang pendapatan daerah.

Menyusun rancangan pendapatan daerah untul bahan
penyusunan Rancangan Anggaran Fendapatan dan Belanja
Daerah serta Anggaran rutin dan Pembangunan dinas
FPendapatan Daerah.

Menganalisa kebijaksanaan tentang pendapatan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Mempersiapkan ketentuan pelaksanaan can atau
kebijaksanaan di bidang pungutan daerah.

Mempersiapkan materi rancangan peraturan-peraturan

daerah di bidang pendapatan.

1@8. Menyusun laporan tentang segala kegiatanm dalam

lingkungan dinas.

Adapun Tata kerja Dinas Fendapatan Daerah,

berikut ini :
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1. Dalam melaksanakan tugasnya FKepala Dinas menerapkaan
Prinsip-prinsip koordinasi , integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun
instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing.

2. Susunan tugas dan tata kerija sub bagian, seksi wurusan,
sub seksi dan unit pelaksana teknis dinas diatur dengan
surat keputusan dari Kepala Daerah dengan menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai
dengan tugasnya.

3. Setiap pejabat dalam lingkungan dinas merupakan

komponen Dinas yang wajib melaksanakan dan memel 1hara

hubungan ker ja sama yarig bail, seraci dan
terus-menerus.

4. Melaksanakan fungsi-fungesi tugas Dinas sebagail
pelaksana teknis dalam bidang pendapatan dan
kegiatan-kegiatan operasional diselenggarakan oleh

kepala seksi, kepala unit pelaksana teknis dinas
menurut tugas masing-masing.

Kemudian Struktur Organisasi Dinas Fendapatan

Daerah dapat di jelaskan sesuai dengan peraturan daerah

No.28 Tahun 1980 dan keputusan menteri dalam Negeri

No.KUFD./7/12/741.101 mengenai susunan arganisasi dan tata

kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II tersusun sebagal




berikut :

1. Unsur pimpinan yaitu Hepala Dinas

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu sub bagian tata usaha

3. Unsur pelaksana yaitu seksi-seksi dan unit-unit
pelaksanaan teknis dinas.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari H

2. Urusan Umum

b. Urusan peralatan dan perbekal an

€. Urusan Kepegawaian
d. Urusan Keuangan
Seksi-seksi sendiri terdiri dari :
1. Seksi Pajak Membawahi
a. Sub seksi Dinas Luar
b. Sub seksi Fenetapatan
€. Sub seksi Perencanaan, Fenerimaan dan Fenagihan.
2. Seksi Retribusi membawahi :
a. Sub Seksi Tata Usaha
b. Sub Seksi perhitungan dan apenetapatan
C. Sub Seksi pembukgan dan Fenerimaan
2. Seksi Ipeda/PBB Membawahi :
a. Sub Seksi Tata Usaha
b. Sub Seksi Penagihan

c. Sub Seksi Pembukuan, Ferhitungan pendapatan
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4. Seksi Pendapatan lain-Lain Membawahi :
a. Sub Seksi Tata Usaha
b. Sub Seksi Ferhitungan Fendapatan

9. Seksi Perencanaan, Pengawasan, penelitian dan
penembangan (Litbang) membawahi :

a. Sub Seksi Perencanaan
be. Sub Seksi Pengawasan
€. Sub Seksi Penelitian dan FPengembangan Teknis
Administrasi Disamping seksi-seksi dan sub seksi,
sebagail unsur pelaksanaan dibentuk Unit Felaksanaan Teknis
Dinas (UPTD) yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pendapatan Daerah yang berada diwilayah kerija yang
disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati
tlepala Daerah.
Skema Mekanisme Pemungutan Retribusi FPasar Di Kabupaten

Daerah tingkat II Bima.



Bupat: Kepala Daerah
Tingkat 11

Bagian Keuangan

h___l:T____l____ -

Kas Daerah

DIFENDA

r

Seksi Retribusi

UFTD Lgéar

Keterangan :

BEF

—

FKepala Pasar

FPetugas Peaungut

?

———— — —

Wajib retribusi/Dayar

Ferintah

it

—— = pEmUNGgUtan

pelaparan
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BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Retribusi
Pasar

Berbagai ukuran untuk melihat atau menil ai
kemampuan pemerintah daeraih dalam mengelola retribusi
pasar, antara lain personil pengelola,
pengorganisasian, sarana dan Prasarana kerja, serta
partisipasi pemakai jasa pasar pada wnumnya  untuk
membayar retribusi pasar. dari indekator atau ukuran
yang disebutkan diatas, maka dalam uraian diatas akan
dibahas bagaimana merealisasikan target vyang telah
ditentukan sebagai hasil dari keterpaduan serangkaian
ukuran tersebut.

Dibawah ini diperlihatkan dengan tabel tentang
fasilitas pasar sampel khususnya kios (garduw) serta
Jumlahnya. kemudi an besarnya SEwa Mmasing-masing
kios/gardu sesuai dengan kelasnya, sebagai bherikut :

TABEL. @2
KEADAAN KIOS (GARDU) PASAR KECAMATAN RASANAE, KABUFATEN

DERAHA TINGKAT II BIMA

N N e Filos/Garda Jumlah total
o- ) ragar Juml ah{petak|[Sewa/bulan |sewa/bula

l. |Pasar Raya 38 Kp.10.000,-|Rp.380.000, -
Bima 22 Rp. 9.000,-|Rp.198.000,~

35 Rp. B.000,- Rp.280.300,-

2. |Pasar Penaraga 20 Rp.10.000,-|Rp.200. 0200, -
3. |Pasar Kumbe 20 Rp. 9.000,-|Rp.180.000,—
JUMLAH 135 Rp.122.000,-
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Sumber Data : Kantor Dinas Fendapatan Daerah FKabupaten
Daerah Tingkat I1 Bima, April 1993,

Dari data di atas terlihat bahwa pasar Raya Bima
mempunyai 95 petak kios, masing-masing 3I8 petak dengan
besar sewa Rp.10.000,- perbulan. Kemudian 22 petak dengan
sewa Rp.9.000 per bulan dan 35 petak vyang besar sewanya
Rp.B.0@0A,- perbulan. Maka sewa total perbulan seluruh
petak kios yang ada adalah Rp.Z80.000,- + Rp.198.000,- +
Rp.280.000,- = Rp.B8S8.000,-.

Femudian untuk pasar Penaraga terdapat 20 petak
kios, sewa pwerbulan adalah Rp. 10.00@,~, maka totalnya
adalah 20 » petak kios, sewa Rp.2.000,- per petak. Maka
total sewanya 1 bulan adalah 20 X Rp.%.000, - =
Rp.180.000,-.

Terlihat pada tabel @2 di atas untuk sewa kios
dari ke tiga pasar Sampai keseluruhannya adal ah
Rp.1.238.000,- setiap bulannya. Kalau 1 tahun 17 "
Rp.1.2328.000,- = Rp. 14.8%56.000,-.

Ferlu ditambahkan bahwa pada pasar Rava BEima
terdapat juga sejumlah warung yang buka sore sampai malam
hari yang juga dikenakan retribusi bul anan dengan memakai
kartu (recu). Besarnya tarif perwarung adalah Fp.S.000,-
perbulan. Berarti untuk 1 bulan total SowWa adal an

Rp.5.000,- x 34 buah warung = Rp. 17@.000,-.



=7
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Sedangkan pada sampel pasar yang lainnva tigak

terdapat warung apalagi yang hukanya pada malam hary,

Jadi untuk 1 tahun anggaran retribusi dari sewa
kiog adal an Rp.14.6946.000, - + Rp.170.000, - =
Rp.15.024. 000, -.

Fasilitas pasar yang berupa pelataran pasar  juga
dipergunakan untuk menjaga barang jualan oleh para
pedangang skonomi lemah. Seperti  beras, penjualan  ikan,
penjualan zayur-sayuran dan lain—-lain.

Ferigqunaan pelataran pasar celauas 1 meter

persigl dikenakan Rp.5@,~- tampa memperhatikan barang yang
di Jual. Bagi yang menggunakan pelataran pasar seluas 2
meter persigi  dikenakan retribusi sebesar Rp.103,~-.
Demikian pula Yang menggunakan pelataran pasar celuas

=
-t

meter persigl akan dikenakan retribusi  sebesar Rp.1S@,~
perhari .,

Karena harga nominal karcis pasar hanya Rp. 5S@,-
perlembar, maka kepada wajib bayar harus membyara Rp.1@0, -
karena menggunakan areal pelataran pasar selauas 2 meter
persigi, maka diberikan atau diwajibkan membayar 2 lembar
karcis pasar. Demikian pula halnya bagi mengguriakan tempat
seluas 4 meter persigl, uwntuk mendasari barang dagangnya.

Barang dagangnya jumlah pemakal  pelataran pasar

dari berbagai ukuran dapat dilihat pada tabel dibawab ini:



TABEL @

FEADAAN  PEMAKAT  PELATARAN FASAR DI KECAMATAN AEANAE

KABUFATEN DAERAH TINGKAT II RIMA

NMama Pasar Jumlah pemakal pelataran ﬁaaar h9r515 léku
No. 1 IT\2 ~ m2 2 < tiap hari

9 Pasar Raya Bima |382 orang | 146 orang|94 orang Rp.47.800,-

2. Pasar Penaraga 23 orang 7 orang = Rp. 2.050,-
. Fasar Kumbe 18 orang S arang = Rp. 1.400,-
JUMLAH 423 arang [158 arang|94 orang | Rp.S1.250 ]

Sumber Data : Kantor DIPENDA Fabupaten Dati II Bima, April
1993,
Feterangan : - m2 adalah meter persegi
= Rp. adalah rupiah

Dari tabel di atas 423 arang yang memantaatkan
elataran pasar persatu meter perseqi, 158 Gr ang
memanfaatkan pelataran perdua meter persegi. dan vyang
lainnya sebanyak 94 orang menggunakan pertigs meter
ersegi. Kemudian retribusi dari hasil karcis pasar vang
apat di pungut dalam satu hari sebesar Rp.51.289-. Untuk
satu bulan Rp.S1 x 3@ = Rp.1.537.500,~- maka setahun Rp.
»537.500,- x 12 = 1B.450.000,-. Ferlu dikemukakan bahwa
ngka tersebut tidak tetap akan banyak dipengaruhi oleh
sedikit atau banyaknya penguiung khususnya penjual yang
enggunakan pelataran pasar. Apabila pengunijungnya atau

emakai pelataran pasar, banyalk penerimaan dari hasil
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karcis pasar akan banyak pula dan kalau pamakal pelataran

pasar sedikit maka otomatis penerimaan dari hasil karcis
pasarpun akan sedikit. Hal ini terutama terjadi di pasar
raya Bima. Kadang-kadang kurang sekali, bahkan Jauh
dibawah angka yang dikemukakan pada tabel di atas. hal
serupapun sering terjadi pada pacsar-pasar yarg lain,
bahkan pada pasar kumbe dan pasar penaraga yang dijadikan
sampel dalam penelitian ini, sering sepi dari penguniung.
Angka-angka pemakai pelataran pasar yang ditulis adalah
menurut hasil penelitian. Kebetulan pada saat diadakan
penelitian, pengunjung atau pemakai pelataran pasar
sangat ramai terutama di pasar raya bima karena musim
panen bagl petani-petani yang menghasilkan baha-bahan
pangan seperti sayur—sayuran, buah-buahan dan hacil-hasil
pertanian lainnya, yang oleh mereka sendiri datang untuk
menjajakan barang-barang hasil pertaniarnnya.

Menurut hasil wawancara dengan para Jjuru  pungut
dan kepala pasar bawah yan tetap sebagai langganan pemakai
pelataran pasar ialah penjual-penjual ikan, penjual
daging, ayam dan lai-lain yang semacam.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa angka—-angka
yang di tulis pada tabel = di atas merupakan angka
maksimal jumlah pengunjung pasar. maka dengan sendirinya

pula angka-angka penerimaan dari hasil karcis pasarnyapun




merupakan angka paling tinggi.

Terlepas dari hal di atas menurut perhitungan
derngan angka di atas jumlah keseluruhan retribusi  yang
dapat di pungut dari ketiga pasar tersebut setiap tahunnya
adalah Rp.15.026.000,- + Rp.28.800.000,- = R'[!a}.'sza.ama,—.

Sedangkan hasil penerimaan dari sektor retribusi
pasar yang dicapail selama tiga tahun terakhir tertera pada
tabel 4 di bawah ini

Sebelum itu perlu dikemukakan bahwa hasil
pengurangan antara target vyang ingin di capai dengan
Jumlah penerimaan setiap tahun dari  perhitungan ketiga
pasar sampel di atas, merupakan jumlah penerimaan  yang
depat dihasilkan dari pasar-pasar yang tidak menjadi
sampel. dengan pertimbangan bahwa dari ke 14 pasar yang
ada di Bima, masih ada tiga lokasi pasar yang belum
dikatakan potensial. Tiga pasar dari ke 14 pasar itu di
golongkan pasar ramai, yang salah satunya pasar rava BEima
sebagai sampel dalam penelitian. Ketiga pasar yang
lainnya, tidak sepotensial atau tidak saramai Facar Raya
Eima. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bima. Oleh <sebab itu

dalamn penentuan target tidak terlalu besar.



TABEL Q4
REALISAST PENERIMAAN RETRIBUSI FASAR DI KECAMATAN RASANAE

KABUFATEN DAERAH TINGKAT II BIMA (T.A.1990/1991-1992/1997)

No.| Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasy Frosentase (%)
1 1998 7/ 1991 7.780.000,- |S.980.000,~ 64,6 %
2 1991 7/ 1992 8.850.000,- |6.780.700,— &3 e
3 1992 / 1993 7.700.000,- |8.650.780,~ 84,5 %

Sumber Data : Kantor dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Bima, April 1993.

Dari data yang tertera pada tabel diatas untuk
tahun anggaran 199@/1991 dari target sebesar
Rp.7.788.000,-, hanya mampu direalisasikan 64,6 %. Hal ini
terjadi karena penjual yang memanfaatkan pelataran pasar,
utamanya pasar Raya Bima dam Pasar ramai lainnya vyang di
kunjungi. kurang begitu lancar karena disebabkan oleh
musim kemarau panjang yang melanda Daerah Bima. Sedangkan
pada Tahun Anggaran 1991/1992 dari target Rp.B8.850.000,-
hanya mampu merealisasikan sebesar FRp.&3 Y Adanya
penurunan hasil pemungutan ini  disebabkan karena alasan
yang sama. Serta Tahun Anggaran al1992/1993 dari target
Fp.9.790@ 000,- hanya mampu merealisasikan sebesar 84,5 %.
FKenaikan prosentase pencapaian target pada anggaran tahun
ini adalah dengan dapat memanfaatkan lokasi pasar vyang
baru bangun di sebelah pasar Raya Bima, terutama terhadap

dimanfaatkan oleh pedagang ekonomi lemah. Hal ini  tentu




Ssaja dengan sendirinya akan menaikan angki‘“ﬁen@rimaan
retribusi pasar Yyang menggunakan sistim karcie.,

Dengan memperhatikan tabel @4 di atas maka secara
waum dengan menggunakan sistim rata-rata, maka kemanpuan
pemerintah  daerah merealisasikan target dari sektor
retribusi pasar adalah Jumlah prosentase tiga tahun
anggaran terakhir dibagi dengan Z menghasilkan 70,7 %.

Dengan demikian maka berarti pemerintah daerah
dapat dikatakan mampu nerealisasikan target, dengan dasar
pemikiran yang menjadi wkuran bahwa angka-angka target
adal ah merupakan perkiraan maksimal yang ingin
direalisasikan.

Fecuali kemampuan dalam merealisasikan target,
masih  ada hal-hal lain yang perlu dianalisa untuk
menggambar kan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola
retribusi pasar, yaitu :

1. Analisa Femampuan Fersonil / Fengelol a
® Pada dasarnya kemampuan personil adal ah
terpenuhinya keseimbangan antara tenaga vyang tersedia
dengan beban tugas yang ada. Manusia adalah sub  sistin
vyang sangat menentukan keberhasilan organicsasi. Malin
tingagi kemampuan personil/ manusia dalam suatu
organicaci ,makin besar kemungkinan orgasnisasi tersebut

untuk tumbuh dan berkembang. Mampu dalam arti trampil




dan memahmi semus aktifitasnya sebagail pemeran.

Fersonil yang dimaksud adalah tentu saja harus
dilihat secara kwalitatif dan secara kwantitatif. Secara
kwlitatif dalam arti terpenuhnya beberapa faktor pendukung
persanil untuk berbuat secara kreatif, efekti+ dan
efisiensi. Dalam arti kwantitatif adal ah adanya
keseimbangan antara Personil dengan beban tugas yang ada.

Sekalipun penataan organisasi sedemilkian rupa
bagus dan rapinya menurut pemikiran dan pandangan samua
Orang namun kalau juml ah semua personil terbatas dan tidak
seimbang dengan beban tugas vyang ada serta dedikasinya
yang tidak bisa diandalkan maka hal itu adalah sia-sia.

Tampaknya hal-hal seperti itu perlu untuk melihat
kemampuan dan besar kecilnya perolehan pendapatan daerah
khususnya dari sektor retribusi pasar. Beberapa pefﬁcnil
masih dikatakan kurang aktif bekerja karena alasan masih
sebagai tenaga honor , disamping latar belakang pendidikan
yang rendah, sehingga penerapan sistim dan pola rendekatan
kepada wajib bayar retribusi tidak menarik malahan
dipaksakan sehingga mereka menunda dan bahkan tidak mau
membayar sama sekali.

Dibawah ini diperlihatkan keadaan RpEgawal unit

pel aksanaan Teknis Dinas Pasar Kabupaten Dati IT Bima.




TABEL @5

KEADAAN FEGAWAI PADA UNIT FELAKSANA TEKENIS DINAS FASAR
KECAMATAN RASANAE KABUFPATEN DAERAH TINGHAT II EIMA

No.l UP T D Pegawal Negeeri|[Honda|Honar] Fendidi kan
1 |Fasar Raya i & & sh
Eima
2 |Pasar Kumbe 1 i = SD
Z |Pasar Fena-
raga 1 1 2 SD

Sumber Data : Kantor Dinas Fendapatan Daerah EKabupaten
Dati Il Bima, April 1993,

Keterangan : Honda = Honor Daerah, Honor = Honor harian.
Sebagai keterangan lanjutan bahwa semua pegawal  vyang
tertera pada tabel di atas berpendidikan terakhir Sekol ah
Dasar (SD).

Dari tabel tersebut kelihatan bahwa pada Pasar
Raya Bima sebagai pasar sentral dan vang paling ramai di
seluruh daerah Bima hanya terdiri dari S orang pegawai
negeri, & orang pegawai honor daerah dan & arang lagi
adalah pegawail honor harian. keseluruhannya berjumlah 17
arang. sudah termasuk dalamnya bagian kebersihan dan
keamanan pasar yang lokasi kerja bagian-bagian kebersihan
ini bukan saja di Pasar Raya BRima, tetapi Juga di kedua
pasar lainnya yang ada di Kecamatan Rasanae Bima. seperti

tercantum pada tabel diatas.

FPasar Kumbe hanya mempunyai 1 orang pegawai
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negéri yang berfungsi sebagai Kepala Pasar sekaligus
sebagai Juru pungut dan sekali-kali dibantu oleh pegawail
(Juru pungut) dari Pasar Raya BRima. Pasar ini hanya dibuka
hari-hari tertentu saja karena pengunjung yang tergolong
kurang ramai.

Fasar penaraga yang dijadikan sampel Yang
mewakili pasar sedang mempunyai seorang pegawai negeri, 1
orang pegawai honor daserah dan 2 orang pegawai honor
harian. Pasar ini dibuka setiap hari dan Penguijungnya bhisa
digolongkan agak ramai.

Hasil pembayaran dari wajib bayar retribusi pasar
adalah dijadikan modal oleh pemerintah untuk menperbal ki
dan menambah fasilitas pasar yang ada dan akhirnya adalah
untuk warga masyarakat Juga. Menyadari hal inilah
pentingnya keterampilan dan wawasan yang luas dari juru
pungut itu sendiri sehingga dalam mel aksanakan tugasnya
mereka menggunakan pendekatan Yyang sesuai dengan
keinginan dan bisa membuat wajib bayar menyadari
kewajibannya.

Sebagai analisa lanjut bahwa dari tabel tersebaut
nampak bahwa adanya keterbatasan personil pemungut kalau
dibandingkan dengan volume tugas penagihan utamanya pada
karcis pasar yang dijaring adalah penjual-penjual dengan

berbagai kelas dan latar belakang budaya dan rata-rata




tingkat pengetahuannya akan pentingnya retribusi pasar
yang masih kurang.

Dengan memperhatikan hal tersebut jelas bahwa
agak kurang seimbang antara jumlah Pegawal  (juru pungut)
dibanding dengan beban yang ada. Namun dengan didukung
eleh tingginya kesadaran masyarakat untut: memnbayar
kewajibannya sebagai wajib bayar.

Berhubung dengan keadaan pegawai pasar {(Juru
pungut) berikut ini tabel memperlihatkan tanggapan
responden  mengenai  jumlah pPeagawal pada ketiga pasar
tersebut ;

TABEL @6

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAFP JUMLAH PEGAWAI ¢ JURU TAGIH )
UPTD PASAR DI KECAMATAN RASANAE KARUPATEN DATI IT BIMA.

No. Jawaban Frekwensi Frosentase (5)
1 Cukup 21 orang s 1 L

2 Furang 32 orang 33,65 %

.4 Sangat kurang 42 orang 45,25 %
JUMLAH 96 orang 100 7

Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan tahun 1993.

Dari  tabel di atas terlaihat dari 94 orang
responden 212 arang ( 22,1% ) menjawab juru pungut
retribusi pasar sudah cukup. Kemudian 32 orang 23,65%)

menjawab juru pungut masih kurang, sedangkan 43 arang

(45,25%) menjawab jumlah pegawai masih kurang.
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2. Analisa Femampuan Sarana Ker ja

Dalam proses pencapal an tujuan suatu erganisasi

maka salah satu faktor yang turut menpengaruhi  adalah

farana dan prasarana kerja. Saran merupakan alat untuk

mancapal tujuan dalam Organisasi. Sebab tampa sarana

yang memadai tidalk mungkin dapat melaksanakan
Gperasionalisasi kegiatan arganisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan olehn penulis
bahwa dari ketiga pasar yang dijadikan sSampel
penelitian yaitu Pasar Raya Bima, Fasar Fenaraga, dan
Pasar Kumbe masing-masing mempunyai unit kantor, tetapi
tidak dilengkapi dengan semua sarana dan fasilitas

kerja yang lain vang dibutuhkan terutama kedua pasar yang
disebut terakhir.

Barana kerja yang penting antara 1lain g Mesin
ketik, mesin hitung, meja/kursi  lemari untuk meyimpan
berkas dan arsip-arsip serta sarana-sarana ker ja yang lain
agar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lancar
dan tertip.

Tabel berikut ini memperlihatkan keadaan sarana
dan prasarana kerja pada masing-masing kantor UPTD pasar
sampel di Kecematan Rasanae, Kabupaten Daerah Tingkat 11

Bima yaitu Pasar Raya Bima, Pasar Penaraga dan Fasar

Kumbe.
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TABEL @7

KEADAAN SARANA KERJA FADA UFTD FASAR DI KECAMATAN RASANAE
KABUFATEN DAERAH TINGHKAT T1I BIMA, TAHUN 1993

(IS

-Mesinketik
-Kalkul ator =
=Lemari =

No. Nama Pasar Sarana ker ja

Jdenis tersedia dibutuhkan

1 Pasar Raya Bima|-Mejas/kursi 4 4

—Mesin ketik = 1

—Kal kul ator - 3

—Lenari 1 1

2 Pasar Fenaraga —Mejas/kursi 2 B

—Mesin katik - 1

—Kalkul ater - 1

. =Lemar: - 1

3 Fasar Kumbe -Meja/kursi 2

1

1

1

sumber Data : Hasil analisa Penulis, April 1993.
FPada atabel @7 di atas nampak bahwa sarana kerja vyang
tersedia pada masing-masing pasar sangat terbatas. Fasar
Raya Bima hanya dilengkapi dengan sarana yang térsedia
hanya terdiri dari 2 kursi dan 2 meja, yang dikatakan
memadai  kal au mempunyai 4 buah kursi, kemudian yang
lainnya seperti mesin ketik, kLalkulator dam lemari
seharusnya masing-masing Jumlabnya 1 buah.
Demikian pula pasar—pasar lainnya seperti pasar
Fenaraga hanya mempunyai 1 kursi dan meja sedangkan
peralatan (sarana) Fkerja yang lain tidak ada sama
sekali. Begitu pula Pasar Kumbe hanya mempunyal 1 kurei
dan meja.
Fada hal sebenarnya masing-masing UFTD pasar dan

UPTD lainnya harus mempunyai 1 motor dinas agar
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pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan lancar.
Minimal untuk pasar yang tergolong ramai dan banyalk
pegawainya.

B. Realisasi Wajib Retribusi Fasar dalam Fengelol aan
Retribusi Pasar di Kecematan Rasanae Bima.

Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian
dalam usaha peningkatan PeEnerimaan pada sektar
retribusi pasar adalah bagaimana keberadaan waiib
retribbusi dan tingkat kesadarannya dalam menunaikan
kewajibannya sebagai oknum yang menggunakan pelayanan
pemerintah pada pasar, maka berikut ini digambarkan
hasil penelitian dengan berbagai hal yang ada
hubungannya dengan masalah tingkat kesadaran dan
partisipasi waiib retribusi pasar.

Fada gambar dibawah ini penulis merealisasikan
mengenal waijib retribusi pasar dalam partipasinya yang
mendukung pengelalaan retribusi pasar.

Pada tabel berikut ini dipelihatkan tingkat

pengetahuan wajib retribusi pasar terhadap retribusi.
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TABEL 03

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP RETRIBUS1 PASAR DI KECAMATAN

RASANAE KAEUPATEN DATI II BIMA.

No. Jawaban Frekwensi Frosentase (7)
1 Mengetahui 34 55,8 %

2 Ragu-ragu 47 494,95 %

S Tidak tahu 14 14,7 %
JUML AH 95 100 %

Sumber Data : Hasil penelitian lapangan 1993.

Dari tabel di atas nampak bahwa 34 orang
responden ( I5,8% ) mengetahui tentang retribusi pasar,
Yang menjawab ragu-ragu 47 orang ( 49,5% ) dan 14 orang
(14,7%) menjawab tidak tahu, artinya bahwa para wajib
bayar kebanyakan kurarng memahami sepenuhnya arti  dan
tujuan dari pelakaadaan. pemungutan retribusi pasar. Di
samping karena memang dil atar belakangi oleh pendidikan
yang sangat rendah, mereka Secara  jujur mengakui bahwa
mereka benar-benar tidak mengerti  makna dari retribusi
pasar. Hal ini berarti mereka membayar retribusi pasar
hanya karena takut pada petugas dan ikut-ikutan saja.

Kemudian pada taﬁel berikut penilaian responden
pemakai fasilitas pasar terhadap fasilitas pasar yang

ditempati.
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TABEL @9
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEADAAN FASILITAS PASAR YANG

DISEDIAKAN DI KECEMATAM RASANAE KABUFATEN DATI IT HIMA

NO . Jawaban responden Frekwensi FPrasentase (%)
1 Menuaskan 26 27538 %
2 Sedang 54 96,8 %

3 Kurang memuwaskan 15 15,85 %
JUML AH b} 10@ %

Sumber Data : Hasil penelitian lapngan 1993,

Dari tabel @9 di atas tampak bahwa 95 arang
responden, 26 orang (27,35%) merasa puas dengan fasilitas
pasar yang tempatnya, 54 orang (56,8%) merasa biaca-biasa
saja atau sedang, kemudian 1S orang (15,85%) merasa
kurangpuas dengan fasilitas yéng ditempatinya.

Demikian maka berarti fasilitas yang disediakan
olenh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan seadanya atau
tidak dirasakan terlalu istimewa oleh pemakai jasa pasar
UMLMNY & .

Eerikut ini diperlihatkan tabel yang

menunjukkan motivasi atau kesadaran waljib bayar membayar

retribusi pasar.




TABEL 10
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR RETRIBUSI

FASAR DI KECAMATAN RASANAE EARUFATEN DATI II EIMA

No. |Tanggapan respanden Frekwensi FProsentase (%)
1 Hesadaran sendiri 57 arang &A%

2 Takut pada petugas| 2B arang 2,1 %
3 Tidak tahu 18 orang 18,9 %
JUML AH 95 orang 100 %

Sumber Data : Hasil analisis lapangang 1993,

Dari tabel 1@ di atas, tampak dari 95 orang
responden, &0 % membayar retribusi pasar atas dasar
kesadaran sendiri, 21,1 % membayar retribusi pasar karena
takut kepada petugas. Kemudian yang membayar tidak dengan
motivasl ap—apa atauw tidak tahu sebanyak 18,9 %. Ini
berarti bahwa kesadaran wajib bayar dalam menunaikan
kewaljibanya pada umumnya cukup tinggi.

Kemudian tabel berikut ini, tanggapan responden
mengenai besar tarif retribusi pasar retribusi pasar di

Kecematan Rasanae kKbupaten Derah Tngkat II Bima.
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TABEL 11
TANGGAPAN RESFONDEN TERHADAP EBESARNYA TARIF RETRIEUST

PASAR DI KECAMATAN RASANAE, KABUPATEN DATI II RIMA

No. Jawaban responden Frekwensi Prosentase (%)
1 Mahal 14 orang 14,7 %

2 Sedang 54 orang 56,84 %

3 Mur ah 27 orang 28,46 7
JUML AH 95 arang 100 %

Sumber Data : Hasil analisa lapangan 1997,

Dari tabel 11 di atas., dari 95 responden  itu,
14,7 % responden yang menjawab tarif retribusi pasar
ahal , dan S6,84%Z menjawab bahwa tarif retribuei pasar
sedang saja serta 28,46% vyang menjawab bahwa tarif
retribusi pasar murah.

Dengan tabel berikut ini diperlihatkan keadaan
wajib bayar dalam menunaikan-kewajibannya, sesual dengan
penggunaan fasilitas pasar Yang disediakan oleh

pemerintah.
TABEL 12

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEADAAN WAJIE BAYAR DALLAM
MEMEAYAR RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN RASANAE DATI I1 BIMA

MNa. FKategori Frekwensi Frosentase (7)
1 Selalu bayar 89 orang 92,68 %

2 Kadang-kadang 6 orang &322 U

z Tidak pernah bayar @ orang %)

JUML AH 93 arang 108 %
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Fada tabel 12 diatas dagri 95 orang respanden,
yang mengatakan selalu bayar B89 orang (23,68 %)  yang
menjawab kadang-kadang bayar & orang (6,32 %) dan tidak
ada yang menjawab tidak pernah bayar.

Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib bayar dalam
menunaikan kewajibannya secara umum cukup tinggi. Keadaan
seperti inilah yang dominan mendukung sehingga pencapalan
target penerimaan sektor retribusi pasar cukup tinggi. Hal
ini terbukti bahwa prosentase pencapaian target penerimaan
sektor retribusi pasar pada tiap tahunnya menunjiang grafik
menaik. Didukung pula oleh semakin ramainva kegiatan
masyarakat yang menggunakan fasilitas pasar utamanya
pelataran pasar.

Sekalipun ada saja waijib bayar yang membayar
retribusi yang selalu diikuti omelan—omelan kepada juru
pungut. Dengan berbagai macam alasan mereka tidak ingin
membayar retribusi.

Selanjutnya pada tabel dibawah ini diperlihatkan

tanggapan para responden terhadap kedisiplinan petugas

pemungut dalam menjalankan tugasnya.,
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TABEL 132

TANGGAFAN RESPONDEN TERHADAP KEDISIPLINAN PETUGAS FEMUN-—
NBUT RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN RASANAE KABUFATEN BIMA

No. Fategari Frekwensi Frosentase (%)
1 Disiplin 46 arang 48,4 %

2 Furang disiplin 24 orang 85,75 %

53 Tidak disiplin 15 orang 15838
JUML AH 95 orang 108 %

sumber Data : Hasil analisis penulis, April 1993,

Fada tabel 17 di atas, 46 crang responden (4f, 4
Z) menjawab petugas pemungut disiplin. Sedangkan vyang
menilal beahwa petugas kurang diziplin sebanyal: T4 orang
(38,73 ) dan 1S orang (15,89 %) mengatakan petugaes tidak

disiplin.

Dari data tersebut berarbtl secara umnwm rlsponden
m&rilal bahwa petugas pepungut masifh BEurang disaglin. Inmi
sesual  dengan  wralan  terdahulu  bebwa mereka dilatar
belakangi oleh pendidikan  yang winim dan ELrangnya

=r

sotivasi kerja karena kehanvalkan status mereka vanyg masih
honor serta rasa pengabdian kepada negara atauw penscintah
yang rendah. Hal-hal ceperti  inilah yang  menpengaruhil
kaegairahan mereka dalan menjalankan tugasnya.

Selanjutnya mengenal psngawasan yang dilakukan,

Laik pengawasan langsung mawpun yang dilakukan =e

tidak langsung, responden menbarikan  tanggapan  seperti
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tertera pada tabel 14 berikut ini

TAREL 14

TANGGAFAM  RESFONDEN TERHADAF FENCAWASAN LANGSUNG FADA
FELAKSANAAN  PEMUNGUTAN RETRIEBUSI  PASAR DI EECAMATAN
RAZANAE BIMA

=N tategori Frrekwansl Prasentase (%)
1 Serinag 200 orang 25 . Y

2 adang—kadang 47 arang 42,45 %

> Tidak pernah 28 arang 29,45
JUML AH 95 orang 10 %

Sumber Data : Hasil analisis penulis, April 199%.
Dari tabel 14 diatas, dari 95 orang responden, 21,1 % yvang

menjawab bahwa sering diadakan pengawasan langsung

terhadapa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar,
sedangkan 49,45 4 menjawab kadang-kadang saja diadakan
pengawasan langsung dan 29,45 4 yang menjawab tidak pernah
diadakan pengawasan langsung.

Dari data tersebut berarti bahwa memang ELrrang

sekall di adakan pengawasan langsung, hal ini sesuai
dengan yang diungkapkan ol eh Jurw pungut , bahwa
kadang-kadang saja diadakan pengawasan yang langsung dari
unsur pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Fendapatan
Daerah. Justru yang selalu mangawasi  juru  pungut hanya
dari kepala pasar saja. Sehubungan dengan hal ini tepal a
pasar dan beberapa aparat pemerintah vyang diwawamcarai

mengemukakan bahwa vyang s@ering dilaksanakan adal ah

..
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pengawasan yang tidak langsung. Seperti setiap hari kepal a
pasar mengkakulasi hasil setoran dari juru pungut kemudian
dicocokan dengan jumlah potongan karcis pasar vang laku.
Seterusnya kepala pasar sebaiknya pada hari  itu Juga
menyetor ke kantor Dinas Pendapatan Daerah dan bisa
disetor sekali dalam waktu sepuluh hari.

Selanjutnya setiap bulan Kepala UFTD pasar
memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Hepala Dinas
Fendapatan daerah. Begitu pula Kepala Dinas Fendapatan
Dazrah meamberikan laporan kepada Bupati tepala Daerah
setaiap akhir bulan. Kecuali itu setiap kali pembantu
bandaharawan Khusus penerinam (BHEP) menyetor hasil
pungutan ke kas daerah, kemudian diberikan surat tanda
setoran (8TS) yang tembusannya disampaiakan kepada lkepala
dinas pendapatan cq. seksi retyribusij; inspektorat wilayah
FKabupaten dan Bupati Eepala Daerah.

B Faktor-faktar Pendorong dan Fenghamnbat dalam
Fengelolaan Retribusi Pacsar.
l. Faktor-Faktor Fenghambat

Dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar ada

beberapa hal Y ang menghambat menurut hasil

penelitian.,

Hal-hal tersebut antara lain :
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Terbatasnya jumlah maupun rendahnya mutu para personil
pengelola, khususnya para juru pungut sebagai wiung
tombak pelaksanaan pemungutan dilapangan yang di
tugaskan oleh Dinas Fendapatan Daerah.

Sarana dan Prasarana terutama untuk beroperasinya
personil pada UFTD pasar, seperti sarana yang berupa
mesin ketik, lemari, mesin hitung, meja kursi dan
lain-lain perlengkapan yang Menun jang pel aksanaan
tugas.

Masalah tingkat kesadaran wajib bayar untuk ikuot
partisipasi dalam memelihara kebersihan, ketertiban
demikian pula halnya dalam membayar retribusi sekalipun
hanya dalam prosentase yang sedikit masih ada mereka
yang belum mauw melaksanakan kewaiibannya.

Furangnya diadakan penyuluhan pada masyarakat pemakai
jasa pasar oleh pemerintah daerah |, tentang hal-hal
yang perlu untuk dipahami disadari bahwa pelaksanaan
retribusi pasar sebenarnya untuk kebaikan masyarakat
itu sendiri.

Masih adénya pasar vyang belium potensialkan karana
letaknya kurang strategis, tidak diminati oleh warga
masyarakat dan kwrang lancarnya arus transportasi.

Eurangnya pelaksanaan pengawasan langsung terhadap

pemungutan retribusi pasar. Sebab pengawasan adalah hal
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yang perlu dapat mendorong kesadaran Para wajib bayar
dalam menunaikan kewajibannya.

2. Faktor-Faktar Fendoraong

Sekalipun dicadari banyak hal Yang menghambat
pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar, tentu banvak
pula hal-hal vang mendorong sekalipun  akan meniadi
harapan dalam rengelolaan retribusi pasar. Apabila
faktor-faktor yang mendorong  ini dapat dimanfaatkan
dengan sebaik mungking, maka jelas akan menjadi harapan
untuk lebih mengafektifkan Pengelolaan retribusi pasar
selanjutnya. Tentu saja dalam mengarahkan hal-hal vyang
mungkin dilakukan untulk mendukung pelaksanaan kegiatan.,

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh

penulis, ada beberapa hal yeng mendorong dan sekaligus
menjadi harapan di Masa-masa mendatang dal am
pengelolaan retribusi Pasar di bima LIMLLmn y & dar
khususnya kecamatan Rasanaa.

Dalam kaitannya dengan hal diatas, dan dalam
rangkap pengelolaan retribusi pasar, Dinas Pendapatan
Daerah melalui UPTD pasar senan tiasa berusaha mencari
peluang dengan mengarahkan segala kemampuannya dan mungkin
dapat di tempuh dan dilaksanakan untuk meningkatkan
pendapatan daerah.

Feluang dan pendorong yang dapat dilakukan oleh




pemerintah daerah yang dimaksud adalah :

a

b.

CI

Berupaya sedapat mungkin meningkatkan kwalitas atau
keterampilan personil pengelolaan yang dapat dilakukan
dengan berbagai cara seperti memberikan kepada mereka
bimbingan, pendidikan dan latihan untuk meningkatkan
keterampilan dalam mel aksanakan tugasnya.

Melengkapi sarana dan prasarana Kantor-Eantor UPTD
pasar yang sudah ada berbagai realitas kerja vyang
sangat dibutuhkan.

sebab <carana dan prasarana kerja merupakan faktor
pendorong kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
Meningkatkan fungsi pengawasan adalah hal-hal vyang
tidak diinginkan seperti penyelewengan ©  keuangan.
FPergawasan adalah kegiatan untuk mengusahakan agar
pelaksanaan suatu tugas (pekerja) sesuai dengan rencana
sebelumnya.

Sebab sektor penerimaan daerah dari sektor
retribusi  pasar adalah penerimaan vyang menunjukan
prosentace yang cukup tinggi sumbangannya dalam mengisi
kas dasrah. Oleh sebab itu pelaksanaan pengawasan perlu
diupayakan terutama pengawasan pada lapangan
(pengawasan langsung) .

Hal yang mengembirakan bahwa kesadaran wajib bayar

retribusi  menunjukan prosentase yang cukup tinggi
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seperti tertera pada tabel 18, dimana &0 % responden
mengatakan dengan kesadaran sendiri  membayarnya dan
Pada tabel 12, dimana 3,68 %  responden mengatakan
mereka selalu membayar kewajibannya, sekalipun dengan
motif yang berbeda-beda.

Semakin ramainya kegiatan ekonomi masyarakat yang
menggunakan jasa sudah aulai menunjukan semakin
tinggi/ramainya pengujungnya. Hal ini manunjukan
semakin tingginya angka penerimaan di sektaor retribusi
pasar khususnya dari karcis pasar. Ferkembangan inilah
vang perlu dibarengi dengan berbagai Persiapan yang
munghin pengefektifkan pengelol aan seperti
penyemnpurnaan administrasi, peningkatan mutu pEgawai
UFTD pasar, menambah Jumlah personil dan berbagai upaya
lainnya yang perlu.

Hal-hal tersebut diatas adalah masih merupakan
harapan dan peluang vyang perlu di analisa dan
diproyeksikan sesuai dengan arah perkembangan kemampuan
pemerintah daerah dalam usaha memperkokoh kedudukannya

sebagai daerah yang berctonomi.,




BAB vV
PENUTUP
Kesimpul an
Dari uraian terdahulu mengenai kemampuan

pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar vyang
dalam hal ini penulis melihat dari beberapa sigi kemampuan
daerah yaitu kemampuan marealisasikan target, kemampuan
menyediakan persponil pengelola dan kemampuan menyediakarn
peralatan kerja. Kemnudian pada s5ig@il lain dikemukakan pula
mengenai realisasi keberadaban wajib retribusi pasar dalam
menunjang penerimaan di  sektar retribusi pasar, serta
hal-hal yang turut menpengaruhil pengelol aan dan penerimaan
pada sektor retribusi Rasar. Maka berikut ini sebagal

Penutup seluruh uraian sebelunnya, akan di ambil  suatuy

kesimpul annya.

1. Femampuan pemerintah daerah dalam hal ini  memenuhi
kebutuhan akan Personil pengelola (juru pungut) masih
relatif rendah baik Secara kwalitatif maupun secara
kwantitaif.,

Secara Kwalitatif dalam arti bahwa rata-rata pérsnnil
pengelola, dalam hal ini adalah Para ¥epala FPasar dan
Juru pungut, hanya tamatan Sekolah Dasar dan belum
reErnah  mempereol eh semacam pendidikan dan latihan.
Hanya karena pengal aman kerja yang lama yang mandubung

mereka trampil dalam mel aksanakan tugasnya. Kemudian
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Secara kwantitatif dalam artian Jumnlah, personil masih
dirasakan kurang dibanding dengan beban tugas yang ada.
Fhususniva yang akan beker ja setiap hari ¥Yang  wanagih
kepada retribusi Yang menggunakan pelataran PASEr  yars
semakin ramai.

Eemanpuan pemerintah daerah dal am merealisacikan target
hanya  Jdepat Mampu  merealisasikan  sejuml ah 70,7 “
rata-rata pertahunnya, Procentase pencapai an  target
setiap tahbunnya menunjukkan  grafik menaik. Hatl ini
karena didukung oleh beberapa faktor seperti kegiatan
masyarakat yang menggunakan  pelataran pasar yang
semakin  menaik. Fenudi an dengan dibangunnya  lokasi
pasar vang baru gdisebelah barat Pasar Raya Bima, dengan
SENdLritya pensrimnaan dari  hasil Lkarcisg pasar alkan

semakin besar pendapatannya untuk Kas Daerah,

Barana kerja untuk mendukung aktifitag perzonil
pangealonla, khususnya kegiatan Yang bersifat
administratif, di masing-masing Fantor uFETn Pasar

Juml ahnya masih sangat terhatas. Behingga kegiatan
penataan usaha menjadi mandek. Sedangkan yang mendubang
penerimaan pada sektor ini adalah kesadarannya dalam
menunal kan kewajibannya membayar retribusi pagar  yang

cukup tingagi.
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B. Saran-Saran

1.

s}

Femerintah daerah seharuvsnva sadanat nunghin

merambah jumlah  personil Hengelola Qury  pungut)
pada UPTD pasar, terutama pada  pasar-puasar Yang
mazih di anggap  banvyal penhguiung nya khususnva
pemakal pelataran pacar agar  adanya  beceimbangan
antara pegawai dengan beban tugas yang dibebankhan
bepadanya. Hemudian perle kepada  merchba {pegawai
Dinas  Fendepatan dacran danm “para  jurag pungutbd
wengetahul dasar-dasar i)mug kamputer,
Fencerintah daerah perlu sedapat mungkin  melengkani
Gar Adid can prasarana kerja Y g ada pada
masing-masing UFTD pasar yanag ada. Hal 17l
dimaksudkan sebagai alat wntuk memperlancar  tugas
pengadministrasian. Kecuali 1tu perlu memperbaiki
fasilitas—fasilitas Hasar  vyang sudah  agal  ruscal
bahkan kalaw mungkin dilaksanakan menamiah Junlahnya
agar pendapatan dasrah pada ssktor ini semakin dapat
di andalkan.

Femerintah daerah perlu  secara  dins menangani
masal ah kebersihan pasar vyang menurut pengamatan
penulis, memperhatikan sekall. Tentu sajza dalam hal
1Nl pemerintah daerah selain  mengueavakan adanya

Dinas Kebersihan, juga perlu  dilakukan SEMEC A
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penyuluhan  kepada pemakal  Jasa Pasar, &agar nereka
menyadari tentang Rentingnya keikul sertaan SEMUa [ hak
dalam menjaga kebersihan Prasar.
Pemerintah daerah dalan hal ini Dinas Fandapatan Dasrah
perlu untuk meqaltirkan dan inenamb ak frebwensi
pendawasan langsung terhadap pemungutan  retribusi
pasar bailk terhadap wajib bayar maupun terhadap juru
purigut .

Demikian  saran—-caran YAang dapat dikemukalan
penulis seguai dengan hasil penelitian yandg Jdilakukan
beberapa waktu yang lalu, sekaligus sebagai magsukan

bagdi pemerintah daerat untuk  menentukan kebi jaksanaan

selanjutnya, Ehususnyva untuk mengintensiian dan
memperbesar  volume penerimaan daerah pada sehktor
retribus;i pasar, dan seterdsnya dapat MR Jang

pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
Jawab di Kabupaten Dati It Bima  umuinnya  dan Fhusuarniya

pada Kacamatan Rasanae. Senoga adanya. Amiiiin !
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